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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran dan 
kendala-kendala Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Pokok masalah selanjutnya adalah Apakah 
keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa benar-benar telah 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pengumpulan 
data melalui Penelitian empiris (empirical research) bertujuan untuk melakukan 
wawancara terhadap narasumber yang dianggap mampu memberikan sejumlah 
informasi terkait eksistensi dan peran Posbakum. Pendekatan penelitian yang 
dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengolahan dan analisis data 
yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun 
sekunder dan dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yaitu memberikan informasi, konsultasi, advis hukum yang tidak 
sampai pada tahap pendampingan di dalam ruang persidangan, pembuatan dokumen-
dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara perdata. Adapun 
kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurang sosialisasi terkait 
keberadaan Posbakum oleh Petugas Posbakum dan Pengadilan Negeri Sungguminasa 
sebagai penyedia layanan,  pembatasan pemberian layanan hukum oleh Posbakum, 
kurangnya pengetahuan masyarakat serta letak geografis masyarakat yang jauh dari 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Adapun manfaat keberadaan Posbakum di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.  
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa 
selaku penyedia layanan agar mensosialisasikan keberadaan Posbakum, serta 
senantiasa meningkatkan kualitas serta kemampunan dalam memberikan pelayanan 
bantuan hukum secara prima kepada masyarakat. Serta Diharapkan bagi pemerintah 
untuk menambah jumlah anggaran dana untuk biaya advis (pendampingan) dalam 





A. Latar Belakang Masalah 
Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 
D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum”.1 Undang-Undang Dasar 1945 mengualifikasikan hak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.  
Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi 
tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki 
kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam 
konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga 
negara. Sehingga pemegang kewajiiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.  
Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua 
orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan 
kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan 
hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan 
                                                           
1Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 47. 
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hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, 
asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan serta kaya maupun miskin.  
Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu 
untuk membayar jasa penasihat hukum untuk menyelesaikan perkaranya di 
pengadilan. Pada praktiknya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui 
pengadilan lebih banyak menyangkut perkara-perkara pidana prodeo dimana 
terdakwa yang dikenai ancaman 5 (lima) tahun atau lebih namun tidak mampu 
menyewa penasehat hukum maka pengadilan menunjuk penasehat hukum untuk 
memberi bantuan hukum cuma-cuma, sebagaimana amanah Pasal 56 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara perkara-perkara di luar pidana 
sangatlah terbatas. Padahal persoalan hukum terkait dengan akses keadilan hukum, 
tidak saja menyangkut persoalan-persoalan tindak pidana, melainkan juga 
permasalahan-permasalahan keperdataan yang justru banyak menghimpit masyarakat 
miskin.  
Demikian pula dalam prosedur pengurusan berbagai dokumen-dokumen 
hukum baik berupa dokumen kepemilikan, perizinan, dan lain sebagainya yang 
menyangkut dokumen keperdataan lainnya yang tentunya sangat di butuhkan ketika 
berperkara di pengadilan. Sehingga mereka membutuhkan pencerahan berupa 
konsultasi atau nasihat-nasihat hukum yang dapat membantu mereka. Akan tetapi 
pada faktanya, kebutuhan-kebutuhan tersebut belum tersentuh secara merata.  
Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya 
sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan 
sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, 
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khususnya dalam berperkara perdata. Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat 
mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang advokat.  
Peranan advokat dan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum 
secara cuma-cuma dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu atau 
golongan lemah  sangatlah penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan 
profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan 
guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan 
dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.  
Persamaan dihadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati 
oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. 
Persamaan di hadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk 
mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. 
Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur 
juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bahwa :  
Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat 
tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi 
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan 
tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.2 
Aturan di atas di pertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan 
hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.  
                                                           
2Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pasal 1, ayat 3. 
4 
 
Hal di atas juga sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun makna dari lahirnya undang-undang tersebut 
adalah  Pertama, dengan adanya undang-undang tersebut setiap orang, khususnya 
warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggung 
jawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. Hak 
atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya 
dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan 
seterusnya.  
Kedua, negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggung jawab 
mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasinya 
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang 
profesional, bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. 
Dengan adanya program bantuan hukum diharapkan tidak akan terjadi lagi peristiwa 
perlakuan yang tidak adil terhadap pihak yang tidak mampu yang tersangkut perkara 
khususnya perkara perdata.  
Prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) 
adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain 
sebagai bentuk perlindungan dan persamaan dihadapan hukum, prinsip ini merupakan 
pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (fair trial).3 Peradilan yang adil 
sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara.  
                                                           
3Chrisbiantoro dan M. Nur Sholikin Satrio Wirataru, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: 
Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 
Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Kontras, PSHK & AIPJ, 2014), h. 1. 
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Adanya faktor hak konstitusional di atas dan ketidakmampuan masyarakat 
dalam hal finansial serta kemiskinan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, 
negara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini sebagai konsekuensi 
dari kewajiban negara untuk menjamin tersedianya bantuan hukum bagi warga 
negaranya maka dituntut tanggung jawab yang cukup besar dari negara dalam 
pelaksanaan bantuan hukum. Misalnya dalam bentuk penyediaan fasilitas maupun 
dukungan untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum tersebut.  
Penyediaan fasilitas oleh negara tersebut salah satunya dengan membentuk 
Pos Bantuan Hukum yang disingkat Posbakum yang ada di semua lingkup peradilan. 
Posbakum tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai realisasi dari Undang-Undang Dasar Negara 
1945 Pasal 28 D Ayat (1) yang memuat tentang jaminan keadilan dan persamaan di 
hadapan hukum.  
Dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum yang berada di 
semua lingkungan peradilan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sekarang dicabut dan digantikan 
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.  
Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap 
pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa 
informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang 
di butuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan 
Peradilan Tata Usaha Negara.4 
                                                           
4
 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, bab I, pasal 1, ayat 6. 
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Di dalam Al-Qur’an dan hadits secara tegas juga dijelaskan bahwa memberi 
pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat 
dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila 
tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat 
kepada Allah swt, hal ini sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 
2. 
(#θçΡuρ$ yè s?uρ… ’n?tã Îh É9ø9 $# 3“uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$ yè s? ’n?tã ÉΟ øO M} $# Èβ≡ uρô‰ãè ø9$# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ 
©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s)Ïè ø9 $# ∩⊄∪    
Terjemahnya :  
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya.5  
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan pada hamba-Nya 
yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan 
itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian). Dan tolong menolonglah kalian 
dalam meninnggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang dimaksud dengan 
takwa (dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukan kemungkaran).6  
Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 135. 
$pκ š‰r'¯≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ çΡθ ä. t ÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡ É)ø9 $ Î/ u !#y‰ pκà− ¬! öθs9 uρ #’n?tã öΝä3 Å¡ àΡr& Íρr& 
È øy‰Ï9≡ uθø9 $# tÎ/tø% F{$#uρ 4 β Î) ï∅ ä3 tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρr& #Z É)sù ª! $ sù 4’n< ÷ρr& $ yϑÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θãè Î7−F s? 
#“uθoλ ù; $# βr& (#θ ä9Ï‰ ÷è s? 4 β Î)uρ (#ÿ…âθ ù=s? ÷ρr& (#θ àÊÌ÷è è? ¨β Î* sù ©! $# tβ% x. $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? #Z Î6 yz ∩⊇⊂∈∪    
                                                           
5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran. 2007), h. 
106.  




Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak 
dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka 
allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah 
maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.7 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi setiap 
orang yang beriman harus menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena-Nya. Di 
antara bentuk penegakan keadilan tersebut adalah bersikap adil dalam memberikan 
bantuan hukum dengan tidak adanya diskriminasi apapun terhadap terdakwa atau 
bagi setiap orang yang berperkara di pengadilan yang tergolong kaya maupun miskin 
semuanya harus diperlakukan sama.  
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Nabi 
Muhammad saw bersabda:  
 َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ﻟا َﺲﻔَـﻧ ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا ِبَﺮُﻛ ْﻦِﻣ ًَﺔﺑْﺮُﻛ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ْﻦَﻋ َﺲﻔَـﻧ ْﻦَﻣ َلﺎَﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ ِﱯﻨﻟا ْﻦَﻋ ُﻪﻠ
 ِﺧْﻵاَو ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا ِﰲ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا َﺮﺴَﻳ ٍﺮِﺴْﻌُﻣ ﻰَﻠَﻋ َﺮﺴَﻳ ْﻦَﻣَو ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا ِمْﻮَـﻳ ِبَﺮُﻛ ْﻦِﻣ ًَﺔﺑْﺮُﻛ ُﻪْﻨَﻋ ﻰَﻠَﻋ َﺮَـﺘَﺳ ْﻦَﻣَو ِةَﺮ
 َأ ِنْﻮَﻋ ِﰲ ُﺪْﺒَﻌْﻟا َنﺎَﻛ ﺎَﻣ ِﺪْﺒَﻌْﻟا ِنْﻮَﻋ ِﰲ ُﻪﻠﻟاَو ِةَﺮِﺧْﻵاَو ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا ِﰲ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا َﺮَـﺘَﺳ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ِﻪﻴِﺧ 
Artinya :  
Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah 
akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari 
kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, 
maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. 
Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya 
                                                           
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 100. 
8 
 
di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama 
hamba tersebut mau menolong saudaranya.8  
Dari hadis yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa Allah swt telah 
memerintahkan bagi hambanya untuk meringankan kesusahan-kesusahan dan 
memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan maka Allah 
telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat kelak. 
Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang 
mayoritas pekerjaanya adalah petani yang keadaanya serba kekurangan. dimana 
keadaan yang serba kekurangan tersebut mereka tidak mampu mewujudkan berbagai 
kebutuhan mereka. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 
jumlah penduduk di Kabupaten Gowa pada tahun 2014 adalah berjumlah 709.386 
jiwa.9 Jumlah penduduk miskin di kabupaten gowa pada tahun 2014 adalah berjumlah 
278.068 jiwa. Dapat diketahui bahwa, dari 709.386 jumlah penduduk di Kabupaten 
Gowa, terdapat 278.068 penduduk miskin yang perlu mendapat perhatian disegala 
bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, ada juga orang miskin yang berperkara 
perdata dan berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. 
Akibat dari kemiskinan tersebut kebanyakan dari mereka jika ingin berperkara 
di pengadilan tidak memiliki biaya serta pengetahuan tentang hukum. Mereka yang 
berperkara di pengadilan tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan 
hukum secara cuma-cuma jika mereka tergolong tidak mampu. Mereka juga tidak 
                                                           
8Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as Al-Sijistani. Sunan Abi Dawud.  (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th.) Juz. 4. h. 287. 
9Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gowa 
Tahun  2014 (Gowa: BPS Kabupaten Gowa, 2014), h. 12. 
http://gowakab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat-Kabupaten-Gowa-
2014.pdf (10 Januari 2016) 
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mengetahui terkait keberadaan Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang mana disingkat (PN Sungguminasa). Hal ini diketahui pada saat 
penyusun menjalankan Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP), dimana selama rentan 
waktu dua bulan penyusun sering kali menemukan pintu ruagan Posbakum dalam 
keadaan tertutup. Sehingga dalam keadaan tersebut banyak masyarakat yang datang 
berperkara tidak mengetahui terkait keberadaan Posbakum.  
Banyak dari mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui peran 
dari Posbakum yang dapat membantu mereka menyelesaikan perkaranya jika mereka 
tergolong kurang mampu secara ekonomi maka mereka dapat meminta layananan 
bantuan hukum dari Posbakum yang disediakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Dalam hal ini Pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat 
pencari keadilan yang berperkara terkhusus dalam perkara perdata untuk mencapai 
rasa keadilan. Dengan adanya bantuan hukum  yang diberikan maka orang yang tidak 
mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian rendah, yang 
terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan sehingga hak-haknya 
dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara khusunya perkara perdata tersebut 
dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Sehingga muncul rasa ingin tahu penyusun 
untuk melakukan penelitian terkait dengan eksistensi atau keberadaan Posbakum 
Pengadilan Negeri Sungguminasa serta alasan-alasan dibalik permasalahan telah 
dikemukakan penyusun di atas. 
Dalam permasalahan yang diuraian dalam latar belakang tersebut, hal ini 
menarik untuk dikaji bagi penyusun dan untuk meneliti masalah ini serta 
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memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap 
Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata 
di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni peran Posbakum 
dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 
kendala-kendala yang dihadapi Posbakum dalam memberikan bantuan hukum serta 
manfaat yang dirasakan masyarakat akan keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri 
Sunguminasa 
Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Eksistensi  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Eksistensi adalah keberadaan, 
kehadiran yang mengandung unsur bertahan.”10 Eksistensi adalah suatu proses yang 
dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu 
sendiri, yakni exsistere, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi 
eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur dan mengalami 
perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam 
mengaktualisasikan potensi-potensinya.11 
                                                           
10Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 357. 
11Fenny Andriani, Eksistensi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana 
Korupsi Terkait Tujuan Pemidanaan, Tesis (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Magister Hukum 




Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam 
lingkungan masyarakat.12 Dalam hal ini adalah advokat, dosen, paralegal maupun 
mahasiswa hukum. 
3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum  
Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan 
Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada 
Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan 
hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, 
memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan 
memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.13  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 
2014 disebutkan bahwa : 
Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap 
pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa 
informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang 
dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan 
Peradilan Tata Usaha Negara.14 
Dari beberapa defenisi tentang Posbakum di atas dapat dijelaskan bahwa 
Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan disediakan pada setiap pengadilan 
negeri untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan 
                                                           
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Empat, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1051. 
13Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (2). 
14Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, bab I, pasal 1, ayat 6. 
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advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan bagi 
pemohon bantuan hukum. Dalam hal ini adalah Posbakum yang berada di bawah 
naungan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IB. 
4. Pemberi Bantuan Hukum  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Bantuan Hukum, bahwa : 
Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi 
kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-
undang ini.15 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 
di Pengadilan bahwa : 
Pemberi layanan bantuan hukum ini adalah Advokat atau Sarjana Hukum yang 
berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerja sama 
dengan Pengadilan Negeri dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan 
Posbakum Pengadilan Negeri di dalam perjanjian kerjasama tersebut.16 
5. Advokat  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam 
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 
undang-undang ini”. Advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa 
                                                           
15Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 
(Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2013) h. 3. 
16
 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab I, pasal 1, ayat 7.  
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hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi 
dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.17 
6. Penerima Bantuan Hukum  
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum  meliputi setiap orang atau kelompok 
orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri 
7. Perkara Perdata  
Perkara Perdata adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang satu 
dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan dimana terdapat pemohon 
dan termohon. Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunnya Hukum 
Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa Pengertian perkara perdata adalah 
meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (contentius) maupun yang tidak 




                                                           
17Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 73. 
18Ali Serizawa, Pengertian Perkara Perdata, Blog Hukum Sumber Hukum, 
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-perkara-perdata.html#_ (31 Maret 2016) 
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8. Kendala  
Berdasarkan  Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala adalah halangan, 
rintangan dan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah 
pencapaiaan sasaran.19 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penyusun merumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan peran dan kendala-kendala Posbakum dalam 
penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa? 
2. Apakah keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa benar-
benar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?  
D. Kajian Pustaka 
Secara umum, kajian pustaka merupakan bagian dimana calon peneliti harus 
mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan 
dengan pokok masalah yang akan diteliti, ini dimaksudkan agar mampu 
mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan konstribusi akademik dari 
penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.20  
Dari beberapa penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang 
secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa buku dan 
                                                           
19Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 667. 
20A. Qadir Gassing HT, dkk, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Cet. I, (Makassar: 
Alauddin Press, 2013), h. 13.  
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penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku dan 
penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:  
Buku yang berkaitan dengan Posbakum yaitu buku yang dipublikasikan oleh 
YLBHI dan YOI berjudul Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda 
Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum Edisi 2014 membahas tentang 
sistem bantuan hukum dan perkembangannya di Indonesia.  
Tesis yang disusun oleh Iwan Wahyu Pujiarto dengan judul “Pelaksanaan 
Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
Tentang Bantuan Hukum”.21 Dalam tesis tersebut dijelaskan bagaimana pengaturan 
bantuan hukum di Indonesia, kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta 
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pemberi Bantuan Hukum. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Mengetahui pelaksanaan peran dan kendala-kendala yang dihadapi Posbakum 
dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
b. Mengetahui keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
kaitannya dengan manfaatnya bagi masyarakat. 
 
                                                           
21Iwan Wahyu Pujiarto, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-
Undang  Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Tesis (Medan: Program Studi Magister 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014). 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/43220/5/Chapter%20I.pdf (27 Juli 2015) 
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2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
a. Kegunaan Ilmiah  
Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan 
bahan penelitian yang akan datang, dan juga sebagai teguran terhadap pemerintah 
untuk lebih sigap dalam memberikan pelayanan publik berupa bantuan hukum 
melalui Posbakum yang harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang kurang 
mampu. 
b. Kegunaan Praktis 
1. Dapat memberikan informasi maupun  saran sebagai bahan pertimbangan bagi 
para penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat 
tidak mampu  melalui Posbakum.  
2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang 
paham dengan pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaiaan perkara 








A. Bantuan Hukum 
1. Prinsip Equality Before The Law 
Indonesia merupakan salah satu negara yang secara tegas menyatakan bahwa 
negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal itu telah tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip negara hukum menuntut antara 
lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality 
before the law). Sebagai negara hukum, Indonesia telah menciptakan beragam 
peraturan perundang-undangan sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini. Salah 
satunya adalah undang-undang yang mengatur tentang jaminan keadilan dan 
persamaan di hadapan hukum yang merupakan realisasi dari sila kelima Pancasila 
yaitu, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan hal inilah yang menjadi 
landasan bagi pemerintah.  
Dalam negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana Indonesia, telah diatur bahwa 
negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan 
negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan 
hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus 
diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di 
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hadapan hukum harus harus dimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal 
treatment).1 
Bantuan hukum merupakan tugas dan hak konstitusional bagi setiap warga 
negara. Jaminan dan perlindungan tersebut merupakan pencerminan dari asas equality 
before the law yang telah dijamin dalam Pasal 5, 6, dan 7 Universal Declaration of 
Human Right. Hal ini juga dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta prrlakuan yang sama dihadapan hukum.”  
Di Indonesia hak atas bantuan hukum memang tidak secara tegas dinyatakan 
sebagai tanggungjawab negara. Namun adanya prinsip persamaan dihadapan hukum 
dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum seperti ditegaskan dalam 
Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa 
hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional.  
Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya sekelompok masyarakat 
yang tidak mampu. Karena keadaannya ini, seseorang menjadi terhambat, atau 
terkurangi untuk menikmati hak-hak dasarnya. Wujud dari hak atas bantuan hukum 
ini dapat diperiksa dengan banyaknya anggaran negara melalui APBN yang di 
alokasikan untuk upaya bantuan hukum.  
Hak bantuan hukum sendiri dijamin dalam sejumlah konvensi dan 
dikategorikan sebagai non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi 
dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum 
adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas 
                                                           
1Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang Education, 
2013), h. 113. 
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kasihan dari negara, hal ini penting karena sering kali bantuan hukum diartikan 
sebagai belas kasihan bagi masyarakat yang tidak mampu.  
Walaupun di Indonesia hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan 
sebagai tanggungjawab negara. Namun, merujuk prinsip persamaan di hadapan 
hukum dan negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak 
konstitusional. Pasca reformasi terjadi perubahan mendasar dalam sistem 
ketatanegaraan termasuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu 
perubahan adalah gagasan Indonesia sebagai negara hukum diperkukuh, dari yang 
semula terdapat dalam penjelasan, menjadi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945, yang merumuskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”. Dalam negara hukum (rechtstaat) negara mengakui dan melindungi HAM. 
Setiap individu, termasuk hak atas untuk diperlakukan sama dihadapan hukum 
(equality before the law). 
2. Teori Keadilan 
Kata “adil” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata “al-adlu”. 
Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi 
haknya, yang didasarkan pada prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di 
depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah 
memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) 
terhadap setiap orang. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undamg-Undang Dasar 1945 
menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sedangkan Pasal 28 
D ayat (1) tercantum bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
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perlindungan dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum”. 
Ketentuan dalam pasal tersebut diatas telah memberikan pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan 
suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Dalam hal ini juga termasuk orang 
yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka 
atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum dapat diwujudkan.  
Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia 
bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraaan pemberian 
bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan 
sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to 
justice) dan keasamaan di hadapan hukum (equality before the law).  
Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, 
sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan 
ekonomisnya, harus ditolak atau revisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan 
institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau 
dihapuskan jika tidak adil.2  
Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap 
orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, 
                                                           
2John Rawls, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan 
Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3. 
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supaya keadilan dapat tercapai maka struktur kostitusi politik, ekonomi, dan 
peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.  
Rawls memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam istilahnya yang terkenal 
yaitu “The Principles of Justice” (Prinsip-Prinsip Keadilan).  Prinsip Keadilan Rawls 
terdiri dari dua hal yaitu: 
(1) each person is to have an equal right to the most extensive total system of 
equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. (2a) 
social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the 
greatest benefit of the least advantaged and (2b) are attached to offices and 
positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.3 
Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus 
mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan 
kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang 
pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan 
pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan 
sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap indivdu. Prinsip 
pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang 
perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu.  
Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur 
sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling 
tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka 
bagian (b) memberikan kesempatan yang  fair pada setiap orang untuk mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka 
                                                           
3Ari Saputra, “Tinjauan Yuridis Kebijakan Dekriminalisasi Tindak Pidana Korupsi Terkait 
Perolehan Kekayaan Berdasarkan RUU Pengampunan Pajak Nasional”, Skripsi, Bandar Lampung: 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016. 
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tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi 
memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.  
Aristoteles, seorang filsuf terkenal Yunani memperkenalkan dua macam 
keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan commutatif. Keadilan distributif ialah 
keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak 
menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan 
persamaaan, melainkan kesebandingan (berimbang). Intinya adalah semua orang atau 
kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan 
berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan 
perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.4 Keadilan commutatif ialah 
keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan mengingat 
jasa-jasa perseorangan.5  
Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang 
besar. Mulai dari teori hukum alam Socretes hingga Francois Geny, yang tetap 
mengutamakan “the search for justice”. Yang kemudian berkembang dengan lahirnya 
teori keadilan yang menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan 
dan kemakmuran. Selain itu juga lahir teori keadilan sosial John Rawls dan teori 
hukum dan keadilan Hans Kelsen. Akan tetapi, dengan adanya beragam teori keadilan 
memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita 
                                                           
4Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), h. 27. 
5
“Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan”, Edisi No. 77, (Jakarta: PPHIMM, 2013), h. 139. 
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ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu tidak jelas. Keadilan pada intinya 
adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.6  
“Akses Menuju Keadilan” atau yang lebih umum dikenal dengan istilah 
”Access to Justice”. Pengertian Akses Menuju Keadilan adalah “Kesempatan atau 
kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, 
keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui 
lembaga peradilan”.7 Termasuk juga akses bagi masyarakat khususnya bagi 
masyarakat miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap mekanisme yang 
adil dan akuntabel (bertanggungjawab) untuk memperoleh keadilan dalam sistem 
hukum positif melalui lembaga peradilan.  
Dalam kata lain, pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga 
yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli 
siapa pun dan bagaimanapun latar belakangnya. Namun, dalam kenyataaannya, 
hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan 
keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial.  
“Akses Menuju Keadilan” dilandasi oleh semangat untuk melindungi hak-hak 
warga negara yang secara ekonomis kurang beruntung, bukan hanya pada saat 
menghadapi masalah di peradilan, tetapi juga meliputi haknya untuk memperoleh 
informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga pengadilan.  
“akses menuju keadilan” meletakkan titik berat kepada pelayanan sistem peradilan 
kepada masyarakat, khususnya golongan masyarakat yang tidak mampu secara 
                                                           
6Wikipedia, “Keadilan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan (5 September 2015) 
7
“Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan”, Edisi No. 75, (Jakarta: PPHIMM, 2012),  h. 149. 
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finansial. “Akses Menuju Keadilan” adalah hak setiap orang untuk mendapatkan 
akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan Hak Asasi 
Manusia. Prinsip keadilan dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara baik 
litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di 
pengadilan.8 Berdasarkan prinsip ini seorang advokat atau pengacara dalam 
melakukan praktik bantuan hukum hendaknya semata-mata ditunjukkan untuk 
membantu klien dalam pemenuhan hak-hak hukumnya dan menegakkan hukum 
dengan seadil-adinya.  
Jadi, prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara 
keseimbangan masyarakat dan mendapatkan perhatian publik. Penerapannya dapat 
menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. 
Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa 
kedamaiaan dan kebahagiaan.9 
3. Pengertian Bantuan Hukum 
Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berati pertolongan dengan 
tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian 
keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan 




                                                           
8Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 
h. 232. 
9Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 252 November 2006, (Jakarta: Kkatan 
Hakim Indonesia IKAHI, 2006), h. 51. 
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Bantuan hukum atau biasa disebut legal aid memiliki beragam defenisi yaitu :  
Black’s Law Dictionary misalnya, mendefinisikan bahwa bantuan hukum 
adalah, “Country wide system administered locally by legal services is rendered 
to those in financial need and who can not afford private counsel.” 10  
The International Legal Aid menyatakan:  
“The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal 
profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to 
receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts 
or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources”.11  
Menurut Zulaidi bantuan hukum berasal dari istilah “legal assistance dan 
legal aid”. Legal aid biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit 
berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu 
perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). 
Sedangkan legal assistance adalah istilah yang digunakan  untuk menunjukkan 
pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan 
honorarium. Dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama 
lain.12  
Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa 
hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan 
secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata 
dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas 
dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.13  
                                                           
10Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (Claitors Pub Division, 2014), h. 915. 
11Frans Hendra Winarta, Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 
Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 20. 
12YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014, (Jakarta: YLBHI, Yayasan 
Obor Indonesia dan Australian Aid, 2014), h. 468. 
13Frans Hendra Winarta, Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 
Memperoleh Bantuan Hukum, h. 23.  
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Pernyataan yang diberikan Frans Hendra Winata, ternyata sejalan dengan 
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 ayat 
(1) undang-undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang 
diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan 
hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 
Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.  
Menurut pendapat Mauro Cappelletti, bantuan hukum bagi si miskin 
umumnya diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum, kepada orang-orang yang tak 
mampu untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau professional lawyers. Meskipun 
motivasi ataupun alasan-alasan pada pembrian bantuan hukum kepada si miskin ini 
berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah, 
sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan.14  
Pengertian bantuan hukum dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 15  
1. Bantuan hukum yang dikaitkan dengan Legal Aid  
Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum disini 
dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang 
berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan 
sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja 
                                                           
14Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, Jurnal RechtsVinding 
Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 1, (Jakarta : 2013), h. 87. 
http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/Ebook%20Full%20JRV%20Vol%202%20No%201.pdf (29 
Februari 2016)  
15Muslem Ibnu, “Penerapan Bantuan Hukum di Indonesia”, Blog Muslem Ibnu, 




bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih 
tetap menjadi masalah.  
2. Bantuan hukum yang dikaitkan dengan Legal Assistance  
Menurut Todung Mulya Lubis, Legal Asisstance yang biasanya punya 
konotasi pelayanan hukum atas jasa hukum yang dilakukan oleh masyarakat Advokat 
kepada masyarakat mampu dan tidak mampu.  
Pada legal assistance yang mengandung pengertian yang lebih luas dari Legal 
aid, karena di samping menggunakan dan tujuan memberikan jasa bantuan hukum 
yang lebih tepat dengan pengertian yang kita kenal sebagai profesi advokat yang 
memberi bantuan hukum kepada yang mampu dan kepada rakyat miskin.  
3. Bantuan hukum yang dikaitkan dengan Legal Service  
Jika dihubungkan dengan masalah litigasi pengertian ini sebenarnya tidak 
menggambarkan pengertian bantuan hukum, pengertian ini dapat diterima sebagai 
pelayanan hukum, bila bantuan hukum tersebut berhubungan dengan konsultasi 
hukum dan penyuluhan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat mampu 
dan tidak mampu.  
Menurut Yahya Harahap, Selain untuk menerapkan hukum dan penghormatan 
kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya, 
lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh 
cara perdamaian.  
Bantuan hukum merupakan suatu dimensi sosial yang lahir akibat adanya 
ketimpangan sosial dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Memberikan 
penyadaran akan pemenuhan hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat tindakan 
melawan hukum guna menuntut hak-hak sebagaimana mestinya merupakan esensi 
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dari keberadaan bantuan hukum. Dalam yuridiksi formal pengertian bantuan hukum 
disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 
dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, yang 
berbunyi :  
Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat yang dimaksud dengan “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan 
oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.”16  
Jadi pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 di atas, bahwa bantuan hukum oleh seorang advokat yang 
diberikan kepada seseorang (klien) secara cuma-cuma dalam hal ini adalah 
penunjukan oleh hakim karena klien yang terbukti tidak mampu.  
Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 
tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum 
yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima 
Bantuan Hukum.17  
Pada dasarnya maksud kedua pasal diatas sama, akan tetapi menggunakan 
kalimat dan bahasa penulisan yang berbeda. Karena yang dimaksud dengan bantuan 
hukum dalam kedua pasal tersebut adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
advokat/pemberi bantuan hukum kepada klien/penerima bantuan hukum yang tidak 
mampu secara cuma-cuma atau difasilitasi oleh negara.  
 
                                                           
16Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bab I, pasal 
1, ayat 9.  
17Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 
(Jakarta: Kementerian hukum dan HAM, 2013), h. 2. 
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4. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum  
Asas bantuan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi :18 
1. Keadilan;  
Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, 
benar, baik, dan tertib.  
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;  
Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta 
kewajiban menjunjung tinggi hukum  
3. Keterbukaan;  
Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara 
lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas 
dasar hak secara konstitusional.  
4. Efisiensi;  
Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber 
anggaran yang ada.  
5. Efektivitas; dan  
Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.  
 
 
                                                           
18Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, h. 4. 
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6. Akuntabilitas  
Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Penyelenggaraan 
Bantuan Hukum bertujuan untuk :  
1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir 
miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;  
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip 
persamaan kedudukan di dalam hukum;  
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara 
merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan  
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-
jawabkan.19 
Adnan Buyung Nasution menyatakan bantuan hukum bertujuan membentuk 
gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat dan budaya. Sementara Todung 
Mulya Lubis mengatakan bantuan hukum adalah konsep yang mencoba mengaitkan 
kegiatan bantuan hukum dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi 
sasarannya tidak lagi sekadar membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, 
tetapi lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural. Bantuan 
hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong kearah tercapainya perombakan 
tatanan sosial, sehingga ada pola hubungan yang lebih adil.20  
Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja 
dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman 
lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program 
bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappeleti, dari penelitian tersebut 
                                                           
19Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, h. 4. 
20YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014, (Jakarta: YLBHI, Yayasan 
Obor Indonesia dan Australian Aid, 2014), h. 417. 
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ternyata bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman 
Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan 
pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya 
dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.21  
Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan 
pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (charity) 
untuk membantu kaum miskin.22 
Selain itu, di dalam lawasia Conference III (1973), terdapat 3 fungsi bantuan 
hukum yaitu sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin 
untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apa yang menjadi 
haknya, memberi informasi agar timbul kesadaran masyarakat, serta sebagai sarana 
untuk mengadakan pembaharuan.23  
5. Macam-Macam Bantuan Hukum  
a. Bantuan hukum dalam perkara perdata:  
1. Pelayanan perkara prodeo  
Ada dua komponen biaya dalam peradilan perdata, yaitu biaya jasa advokat 
dan biaya beracara. Biaya beracara seperti biaya pendaftaran, biaya panggilan, dan 
biaya sidang. Jika seseorang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan 
perkara perdatanya, dengan sendirinya harus membayar dua komponen biaya 
                                                           
21Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 4. 
22YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014, h. 462. 
23Dahlia, “Bab IV Pelaksanaan Program Kerja”, Blog Dahlia, 
http://liadahliablog.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.html (18 september 2015). 
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tersebut. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu, dengan sendirinya dapat 
dibebaskan dari biaya (prodeo).24  
Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan 
dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Pihak dapat mengajukan gugatan 
permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan melampirkan:  
a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala 
desa/lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu 
membayar biaya perkara, atau  
b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin 
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin, Kartu Program 
Keluarga Harapan, atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).  
c) Pemberian izin berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk masing-masing 
tingkat peradilan dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan 
sekaligus. 
2. Penyelenggaraan sidang keliling  
Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau 
sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya 
tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sidang keliling dapat dilaksanakan di 
kantor pemerintahan (Kantor Kecamatan, KUA Kecamatan, Kantor Desa) atau 
gedung lainnya. 
 
                                                           
24YLBHI & PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan 
Menyelesaikan Masalah Hukum cet. 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 37. 
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3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)  
Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada pengadilan bagi 
advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan 
hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan 
dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberi rujukan lebih lanjut tentang 
pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa 
advokat. 
b. Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana 
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 
Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada pengadilan bagi 
advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan 
hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan 
dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberi rujukan lebih lanjut tentang 
pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa 
advokat. 
2. Advokat Pendamping  
Advokat pendamping yang dimaksud disini adalah advokat yang ditunjuk oleh 
hakim di persidangan maupun dari surat kuasa yang diberikan oleh penerima bantuan 
hukum secara cuma-cuma (probono) di pengadilan.  
Bagi keluarga terdakwa yang tidak mampu yang berperkara dipengadilan, 
yang dikenai ancaman di atas 5 (lima) tahun penjara atau lebih yang tidak memiliki 
advokat/pengacara. Maka pengadilan berkewajiban menyediakan advokat untuk 
mendampinginya di persidangan. Pasalnya sesuai dengan amanat Undang-Undang 
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Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1) yang 
berbunyi bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun 
atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 
menunjuk penasehat hukum bagi mereka.  
Adapun mekanisme pemberian bantuan hukum untuk perkara pidana di 
Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :  
1. Majelis hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa 
bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, 
mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk 
kepentingan terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan 
penunjukan Advokat diatas wajib dilengkapi dengan :  
• Surat kuasa khusus  
• Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa 
setempat atau surat penunjang sosial lainnya yang dibuat dan 
ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua 
pengadilan negeri  
2. Berdasarkan penetapan penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan 
hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :  
• Penetapan ketua pengadilan negeri yang memerintahkan kuasa 
pengguna anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada 
advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum 
kepada terdakwa.  
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• Panitera/sekretaris pengadilan negeri selaku kuasa pengguna anggaran 
membuat surat keputusan pembebanan dana bantuan hukum tersebut 
ke DIPA pengadilan  
3. Pencairan anggaran bantuan hukum kepada Advokat dilakukan setelah 
perkara diputus di pengadilan negeri dengan melampirkan :  
• Surat kuasa  
• Surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat 
atau kartu keluarga miskin, jamkesmas, kartu keluarha harapan, dan 
surat penunjang sosial lainnya yang dibuat dan ditanda tangani 
pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri.  
• Penetapan majelis hakim untuk penunjukan advokat yang menjalankan 
kuasa penerima bantuan hukum  
• Salinan/petikan putusan perkara tersebut.  
4. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan 
hukum untuk kepentingan terdakwa (pemohon bantuan hukum) dalam proses 
pemeriksaan di pengadilan negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli dan 
penerjemah.  
5. Anggaran dana yang dialokasikan untuk empat komponen di atas merupakan 
biaya transport.  
6. Pengeluaran/pencairan uang oleh bendahara pengeluaran pengadilan negeri 
untuk biaya saksi, atau saksi ahli atau penerjemah tersebut harus dilengkapi 
dengan penetapan majelis hakim dan/atau berita acara persidangan serta 
menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.  
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7. Bendahara pengeluaran memcatat dan membukukan semua pengeluaran 
dalam buku register khusus dan penyimpanan bukti-bukti yang berkaitan. 
B. Dasar Hukum Posbakum  
1. Dasar Hukum Posbakum dalam Islam 
Di dalam Al-Qur’an dan Hadits secara tegas juga dijelaskan bahwa memberi 
pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat 
dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila 
tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat 
kepada Allah swt, hal ini sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 
2. 
(#θçΡuρ$ yè s?uρ… ’n?tã Îh É9ø9 $# 3“uθø)−G9 $#uρ ( Ÿω uρ (#θçΡuρ$ yè s? ’n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡ uρô‰ ãè ø9$#uρ 4 (#θà) ¨?$#uρ 
©! $# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s)Ïè ø9 $# ∩⊄∪    
Terjemahnya :  
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya.25  
Ayat di  atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan pada hamba-Nya 
yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan 
itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian). Dan tolong menolonglah kalian 
dalam meninnggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang dimaksud dengan 
takwa (dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukan kemungkaran).26  
                                                           
25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Quran. 2007), h. 
106.  




Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 135. 
$pκ š‰r'¯≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ çΡθ ä. t ÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡ É)ø9 $ Î/ u !#y‰ pκà− ¬! öθs9 uρ #’n?tã öΝä3 Å¡ àΡr& Íρr& 
È øy‰Ï9≡ uθø9 $# tÎ/tø% F{$#uρ 4 β Î) ï∅ ä3 tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρr& #Z É)sù ª! $ sù 4’n< ÷ρr& $ yϑÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θãè Î7−F s? 
#“uθoλ ù; $# βr& (#θ ä9Ï‰ ÷è s? 4 β Î)uρ (#ÿ…âθ ù=s? ÷ρr& (#θ àÊÌ÷è è? ¨β Î* sù ©! $# tβ% x. $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? #Z Î6 yz ∩⊇⊂∈∪    
Terjemahnya  
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak 
dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka 
allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah allah 
mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.27 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi setiap 
orang yang beriman harus menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena-Nya. Di 
antara bentuk penegakan keadilan tersebut adalah bersikap adil dalam memberikan 
bantuan hukum dengan tidak adanya diskriminasi apapun terhadap terdakwa atau 
bagi setiap orang yang berperkara di pengadilan yang tergolong kaya maupun miskin 
semuanya harus diperlakukan sama.  
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Nabi 
Muhammad saw bersabda:  
 َةَْَُھ 	ِَأ ْَ  ِبَُ ْِ ًَْُ ٍِْُ ْَ َﱠَ ْَ َلَ َﱠََو !ِ"َْَ ُ ﱠﷲ $ﱠ%َ ﱢ	'ِﱠ()ا ْَ
 ََ ُ ﱠﷲ َﱠَ ٍِ+ْُ $ََ َﱠَ ْََو ِََ"ِ,)ْا ِم.َْ ِبَُ ْِ ًَْُ ُ!(ْَ ُ ﱠﷲ َﱠَ َ"ْ ﱡ0)ا !ِ"ْ 	ِ1
 ِن.ْَ 	ِ1 ُ ﱠﷲَو ِةَ3ِ4ْاَو َ"ْ ﱡ0)ا 	ِ1 !ِ"َْَ ُ ﱠﷲ ََ5َ ٍِْُ $ََ ََ5َ ْََو ِةَ3ِ4ْاَو َ"ْ ﱡ0)ا 
 !ِ"3َِأ ِن.ْَ 	ِ1 0ُ'ْ+َ)ْا َنَ َ 0ِ'ْ+َ)ْا 
                                                           
27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 100. 
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Artinya :  
Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah 
akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari 
kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, 
maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. 
Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya 
di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama 
hamba tersebut mau menolong saudaranya.28   
Dari hadis yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa Allah swt telah 
memerintahkan bagi hambanya untuk meringankan kesusahan-kesusahan dan 
memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan maka allah 
telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat kelak. 
Dari ayat dan hadits diatas telah dijelaskan Bahwa tolong menolong itu sangat 
dianjurkan oleh Agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan 
maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawian, hal inilah yang mempengaruhi 
pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis 
maupun secara keilmuan. 
2. Dasar Hukum Posbakum dalam Peraturan Perundang-Undangan 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, maka negara harus menjamin persamaan 
setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di 
hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan 
sama dihadapan hukum (equality before the law). Persamaan perlakuan dihadapan 
hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya 
                                                           
28Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as Al-Sijistani. Sunan Abi Dawud.  (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th.) Juz. 4. h. 287. 
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(ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahir), untuk memperoleh keadilan 
melalui lembaga peradilan.  
Bentuk persamaan perlakuan dihadapan hukum adalah bahwa semua orang 
berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat 
memperoleh pembelaan dari advokat/penasehat hukum tetapi juga fakir miskin atau 
orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh 
keadilan (access to justice).  
Pada saat itulah lembaga batuan hukum dibutuhkan masyarakat untuk 
melayani dan memperjuangkan hak-hak keadilan khususnya bagi nasyarakat kurang 
mampu. karena kita tahu bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara 
professional sangat mahal. Sedangkan masyarakat tidak semuanya mampu untuk 
membayarnya dan mereka sangat terbantu dengan adanya lembaga bantuan hukum 
yang dapat membantu mereka secara prodeo atau gratis. Untuk mewujudkan 
komitmen pemerintah akan pentingnya Lembaga Bantuan Hukum dimana hal itu 
merupakan wujud pengalaman amanat konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia.  
Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu 
perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan 






Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh 
Posbakum didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah ini :  
1. Undang-Undang Dasar 1945 
a. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa :  
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.29 
Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan 
derajat hidupnya. Termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses 
terhadap keadilan agar hak-hak mereka dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan 
kedudukan seseorang dihadapan hukum ini menjadi sangat penting dalam 
mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.  
b. Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa :  
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 
dan keadilan.30 
Secara substantif, hal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa jaminan akses 
keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah tegas dalam konstitusi. Masyarakat 
tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering 
kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural 
baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai 
dengan aturan hukum itu sendiriatau jika tidak permohonan atau gugatan yang 
                                                           
29Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 47. 
30Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, h. 51. 
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diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi 
aspek prosedural hukum.31  
c. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak 
yang terlantar dipelihara oleh negara”.32 
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui 
hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar 
pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh 
advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang 
mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service) yang merupakan 
tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.  
2. Undang-Undang 
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Pasal 56 disebutkan bahwa : 
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau 
bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun 
atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 
wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, 
(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.33 
                                                           
31Badriah Harun, Prosedur Gugatan Perdata Cetakan  Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2010), h. 37. 
32Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, h. 58. 
33Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-




b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)  
Pasal 273 RBG bahwa Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar 
biaya perkara dapat dizinkan untuk berperkara tanpa biaya.34  
Pasal 237 HIR bahwa “Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai 
penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung 
biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.  
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 4 menyebutkan : 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan 
hari nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut. 
d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Pasal 56 :  
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.  
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 
mampu.35 
Pasal 57:  
 (1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada 
pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.  
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara 
cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara 
tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  
(3)  Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.36 
Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa setiap orang yang 
tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat 
                                                           
34Departemen Agama RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan 
Peradilan Agama, (Jakarta: 2003). h. 44. 
35Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab XI, pasal 56. 
36Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, bab XI, pasal 57. 
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Posbakum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu, guna memperlancar 
penyelesaian perkara.  
e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 telah mengalami perubahan pertama 
menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, selanjutnya mengalami perubahan 
kedua menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. 
Yang mana Posbakum ini terdapat dalam Pasal 68 C yang berbunyi :  
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari 
keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.  
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap 
perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.  
(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.37 
f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum  
Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum 
yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima 
Bantuan Hukum”.38 
Secara garis besar dalam Undang-Undang bantuan hukum ini mengatur tata 
cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum 
yang di dalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi 
masalah hukum.  
 
                                                           
37Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 68 C. 
38Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 
(Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2013), h. 3. 
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3. Peraturan Pemerintah 
Didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 
Hukum disebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.39 
4. Peraturan Mahkamah Agung  
Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 
menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Yang berbunyi :  
Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap 
pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa 
informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang 
dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan 
Peradilan Tata Usaha Negara.40 
C. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 
1. Pengertian Posbakum 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (6)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 
di Pengadilan yang dimaksud dengan Posbakum adalah  
Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama 
untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis 
hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan 
                                                           
39Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bab I, pasal 1, ayat 1. 
40Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab I, pasal 1, ayat 6. 
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peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, 
peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. 
Posbakum adalah salah satu dari "Justice for All" bertujuan untuk memberikan 
layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi 
mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar 
pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka. 
2. Sejarah dan Tujuan Terbentuknya Posbakum 
Posbakum didirikan pada akhir tahun 1970-an atas gagasan DPC Peradin 
Jakarta di bawah kepemimpinan Yan Apul. Dalam menjalankan program kerjanya, 
Posbakum menjalin kerjasama dengan pengadilan negeri di seluruh Jakarta.  
Posbakum yang didirikan berdasarkan prinsip persamaan dihadapan hukum 
sebagai misi yang harus diemban oleh advokat dalam kerangka pro bono publico, 
bertujuan membela terdakwa yang tidak mampu membayar fee advokat. Atas dasar 
ketidakmampuan itu para hakim akan mengarahkan mereka untuk memperoleh 
bantuan hukum dari Posbakum.  
Pada awalnya Posbakum direncanakan sebagai model organisasi bantuan 
hukum di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh organisasi advokat yang 
bekerjasama dengan lembaga peradilan. Tetapi rencana ini tidak berjalan karena tidak 
dikelola secara profesional, baik dalam hal manajemen perkara (case management), 
manajemen keuangan, maupun manajemen organisasi secara umum.  
Posbakum disediakan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu 
secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan. Tujuan 
Terbentuknya Posbakum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum :  
1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk 
mendapat asks keadilan.  
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2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip 
persamaan dalam hukum.  
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara 
merata diseluruh wilayah Negara republic Indonesia.  
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung 
jawabkan.41 
3. Pemberi dan Penerima Layanan Posbakum 
Pemberi Layanan Posbakum 
Adapun Pemberi layanan yang dimaksud adalah petugas Posbakum 
pengadilan yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 
Tidak Mampu di Pengadilan bahwa petugas Posbakum adalah 
Pemberi layanan di Posbakum pengadilan yang merupakan advokat, sarjana 
hukum, dan sarjana syari’ah yang berasal dari lembaga pemberi layanan 
Posbakum pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai 
dengan kesepakatan jam layanan posbakum pengadilan di dalam perjanjian 
kerjasama tersebut.42 
Pemberi layanan yang dimaksud disini adalah advokat, sarjana hukum, dan 
sarjana syari’ah yang berasal dari salah satu lembaga bantuan hukum. Adapun yang 
dimaksud dengan advokat adalah  
Orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar yang 
memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlak, baik sebagai 
advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, ataupun sebagai 
konsultan hukum43 
Adapun advokat yang dimaksud adalah advokat piket yang ditugaskan pada 
pengadilan yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang merupakan hasil 
kerjasama antara pengadilan dengan lembaga bantuan hukum. 
                                                           
41Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 
(Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2013) h. 4. 
42Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab I, pasal 1, ayat 7. 
43Ismantoro Dwi Yumono, Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat, (Jakarta: 
Pustaka Yustisia, 2011), h. 234. 
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Pemberian layanan Posbakum bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan 
sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum harus menunjukkan 
bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu 
pernyataan dari kantor lurah atau kantor desa, mengenai penghasilannya yang rendah 
atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain 
yang berhubungan dengan kemiskinan. 
Penerima atau pemohon layanan Posbakum  
Adapun yang berhak mendapatkan jasa dari Posbakum  adalah orang yang 
tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta 
penyandang disabilitas, sesuai perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai 
terdakwa maupun tersangka maupun penggugat dan pemohon. 
Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 
dan/atau tidak memiliki akses pada informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan 
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan hukum pada 
Posbakum pengadilan, baik sebagai Penggugat/Permohon, Tergugat/Temohon, 
terdakwa maupun saksi yang mana bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-
cuma tanpa dipungut biaya (prodeo).  
Secara substansi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara 
detail telah mengatur prosedur dan proses pemberian bantuan hukum, siapa yang bisa 
menjadi pemberi dan penerima bantuan hukum dan lain sebagainya, sehingga dapat 





4. Kriteria lembaga pemberi layanan posbakum  
Lembaga yang bekerjasama dengan pengadilan untuk menjadi pemberi 
layanan Posbakum pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria sebagai 
berikut :44 
a. Berbentuk badan hukum  
b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan  
c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di 
pengadilan  
d. Memiliki minimal satu orang advokat  
e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum 
Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah  
f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.  
g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di posbakum pengadilan, 
harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta 
Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan 
seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah. 
5. Hak dan Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum 
Hak dan kewajiban pemberi layanan Posbakum dapat dilihat dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 28 dan Pasal 29. Adapun kewajiban 
dan hak pemberi layanan posbakum pengadilan dan/atau petugas Posbakum 
pengadilan adalah  
Pasal 28  menyebutkan : 
1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab  
2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain terkait secara jelas dan 
akurat.  
3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan 
komprehensif.  
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima 
layanan posbakum pengadilan  
5. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, 
perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia  
6. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan posbakum 
pengadilan 
                                                           
44
 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab V, pasal 26. 
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7. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan 
posbakum pengadilan untuk diserahkan kepada ketua pengadilan.45 
Pasal 29 menyebutkan : 
a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum 
di pengadilan  
b. Imbala jasa yang diberikan secara resmi oleh pengadilan dari anggaran 
satuan pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.  
c. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara 
bnar dari penerima layanan posbakum pengadilan.46 
6. Jenis Layanan Posbakum 
Jenis layanan yang bisa diperoleh pada Posbakum berdasarkan Pasal 25 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu :  
1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum  
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan  
3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau organisasi 
bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum 
secara cuma-cuma.47 
7. Syarat dan Mekanisme Pemberian Layanan Posbakum 
Adapun syarat untuk mendapatkan layanan posbakum adalah sebagai berikut :  
(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 
dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang 
memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, 
atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 
(2) Tidak mampu sebagaimana yang dimaksud harus dengan melampirkan bukti 
berupa :  
                                                           
45Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab V, pasal 28. 
46Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab V, pasal 29. 
47Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab V, pasal 25. 
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• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa 
setempat; atau;  
• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin 
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu 
Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai 
(BLT); atau  
• Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon 
Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.  
Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memyatakan bahwa untuk 
memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-
syarat:  
1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnnya 
identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 
dimohonkan bantuan hukum.  
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.  
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat 
yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.  
4. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan 





Mekanisme pemberian layanan Posbakum adalah sebagai berikut : 
1) orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada 
posbakum pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan 
memberikan persyaratan yang diperlukan.  
2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan 
langsung menerima layanan Posbakum pengadilan.  
3) Pemberi layanan Posbakum pengadilan akan mengkompilasi berkas 
perkara penerima layana Posbakum pengadilan sebagai dokumentasi 
pengadilan yang terdiri dari :  
a. Formulir permohonan  
b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2)  
c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan  
d. Dokumen hukum yang telah dibut di posbakum pengadilan  
e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh 
petugas posbakum pengadilan dan penerima layanan posbakum 
pengadilan.  
4) Apabila penerima layana posbakum pengadilan tidak sanggup membayar 
biaya perkara, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan 
formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada 
ketua pengadilan.  
5) Apabila penerima layana Posbakum pengadilan memerlukan bantuan 
hukum berupa pendampingan di siding pengadilan, maka petugas 
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posbakum pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur 
bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat 
lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.48 
Selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran perkara melalui Posbakum 
adalah dengan cara pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada 
Posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan tersebut 
dilampiri fotocopy surat keterangan tidak mampu (SKTM) dengan memperlihatkan 
aslinya atau fotocopy surat keterangan tunjangan sosial lainnya dengan 
memperlihatkan ataupun surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.  
Bagi para pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM 
dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, 
konsultasi, advis dan pembuatan dokumen-dokumen hukum lainnya.  
                                                           
48Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris 
(empirical research), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian 
antara teori dan praktik dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang 
berkaitan dengan penelitian ini sebanyak 8 (delapan) narasumber yang terdiri atas 1 
Hakim, 2 advokat Advokat, 1 Panitera, 1 Bendahara Keuangan, dan 3 (tiga) orang 
warga yang berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
2. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penyusun melakukan 
penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
dalam  Pengumpulan data dan informasi yang akurat. Lokasi penelitian dipilih atas 
pertimbangan bahwa selama penyusun melakukan KKN Profesi di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa menemukan Posakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang 





    
 
B. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 
Yuridis Normatif suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap 
pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap 
permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya 
penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data 
sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum 
yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara 
satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam 
penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk 
kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap data primer di lapangan atau 
terhadap prakteknya.1 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
terhadap narasumber yang terkait dengan penyusunan skripsi ini dengan 
melakukan wawancara terhadap orang-orang yang berkaitan dengan penelitian 
ini sebanyak 8 (delapan) narasumber yang terdiri atas 1 Hakim, 2 advokat 
Advokat, 1 Panitera, 1 Bendahara Keuangan, dan 3 (tiga) orang warga yang 
berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
                                                           
1Andi Mihrum Andi Miri, “Akta Perjanjian Kredit Perbankan: Studi Kasus Bank Mandiri 
Cabang Pembantu Slamet Riyadi Kota Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN 
Alauddin, 2016), h. 34.  
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2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan 
materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan 
topik permasalahan yang telah dirumuskan:2  
a. Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, 
artikel ilmiah, dan lain-lain.  
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan KBBI.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain sebagai berikut:  
1. Wawancara,3 yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan 
terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih 
dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara terhadap narasumber yang 
berkaitan dengan penelitian ini sebanyak 8 (delapan) narasumber yang terdiri 
atas 1 Hakim, 2 Advokat, 1 Panitera, 1 Bendahara Keuangan, dan 3 (tiga) 
orang warga yang berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
                                                           
2Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 
Publishing, 2006), h. 392.  




    
 
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 
penelitian. Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang keberadaan dan pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaian 
perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan dengan melakukan wawancara 
dan observasi. Dalam mendukung pengumpulan data penyusun menggunakan alat 
rekam untuk merekam proses wawancara serta alat tulis untuk mencatat secara 
langsung jawaban dari narasumber terkait dengan penyusunan skripsi ini. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder, data primer dilakukan dengan melakukan wawancara tehadap narasumber 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Sedangkan data sekunder dilakukan dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan 
perundang-undangan serta hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan 
lain-lain berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Kemudian dianalisa secara 
kualitatif yaitu suatu cara penelitian  yang dilakukan guna mencari kebenaran 
kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian terhadap 
pelaksanaan peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa kemudian 
dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan 




PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
1. Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Dalam melakukan penelitian ini, untuk pertama kalinya penyusun harus 
mengetahui terlebih dahulu tempat yang dijadikan lokasi untuk penelitian. Adapun 
lokasi yang di pilih adalah terletak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang 
merupakan kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum).  
Visi dan misi pengadilan negeri sungguminasa ialah sebagai berikut :  
1. Visi  
Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.  
2. Misi 
Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang 
berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas 
kepemimpinan badan peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan 
peradilan.  
Yuridiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa meliputi 18 (delapan belas) 
Kecamatan, dengan luas wilayah 1.883,33 km2. Meliputi 167 (seratus enam puluh 




Batas-batas wilayah secara umum :  
Sebelah Utara  : Kota Makassar dan Kabupaten Maros  
Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai,  Bone, Bulukumba,dan  Bantaeng  
Sebelah Selatan: Kabupaten Takalar dan Jeneponto  
Sebelah Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar 
 
No Kecamatan Luas area (km2) Banyaknya 
desa/kelurahan 
1 Bontonompo 30,39 14 
2 Bontonompo Selatan 29,24 9 
3 Bajeng 60,09 14 
4 Bajeng Barat 19,04 7 
5 Pallangga 48,24 16 
6 Barombong 20,67 7 
7 Somba Opu 28,09 14 
8 Bontomarannu 562,63 9 
9 Pattallassang 84,96 8 
10 Parangloe 221,26 7 
11 Manuju 91,9 7 
12 Tinggimoncong 142,87 7 
13 Tombolo Pao 251,82 9 
14 Parigi 132,76 5 
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15 Bungaya 175.53 7 
16 Bontolempangan 142,46 8 
17 Tompobulu 132,54 8 
18 Biringbulu 218,84 11 
Sumber : Gowa dalam angka 2009 
Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015 telah menerima 
pendaftaran perkara sebanyak 4.198 perkara, yang terdiri dari sejumlah perkara 
pidana yang masuk sebanyak 4.048 perkara dan perkara perdata sebanyak 83 perkara 
yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 39 perkara dan perkara permohonan 
sebanyak 44 perkara. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2014 sebanyak 70 perkara 
yang terdiri dari 54 perkara pidana dan 16 perkara perdata. Sehingga jumlah perkara 
yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015 ini sebanyak 
4233 perkara.1 Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
PERKARA PIDANA 
Januari - Oktober Tahun 2015 
Jenis 
Jumlah perkara 
Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir 
biasa 46 306 289 63 
singkat 0 0 0 0 
cepat 0 4 4 0 
Lalu lintas 0 3.721 3.721 0 
Anak 5 17 21 1 
Jumlah 51 4.048 4.035 64 
 
                                                           
1Pengadilan Negeri Sungguminasa, Statistik Perkara 2015, http://pn-
sungguminasa.go.id/ver3/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=238 diakses 
(18 Februari 2016).  
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PERKARA PERDATA  
Januari - Oktober Tahun 2015 
Jenis 
Jumlah perkara 
Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir 
Gugatan 16 39 44 11 
Permohonan 0 44 43 1 
Jumlah 16 83 87 12 
Selanjutnya dengan jumlah Hakim sebanyak 9 orang pada tahun 2015 ini 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat memutuskan perkara sebanyak 4122 perkara 
yang terdiri dari 4035 perkara pidana dan 87 perkara perdata dan sisa perkara yang 
belum diputus sebanyak 76 perkara.2  
2. Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Adapun dasar hukum terbentuknya Posbakum di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa antara lain adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Negeri Sungguminasa secara resmi 
menyelenggarakan Posbakum di kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah 
ruang yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa bagi pemberi layanan 
hukum (Advokat Piket Posbakum) guna memberikan layanan bantuan hukum kepada 
pemohon bantuan hukum dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi atau advis 
hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan 
                                                           
2Pengadilan Negeri Sungguminasa, Http://pn-sungguminasa.co.id  (18 Februari 2016). 
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informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi 
bantuan hukum atau advokat lainnya yamg dapat memberikan bantuan hukum cuma-
cuma.  
Untuk masyarakat yang tidak mampu dan terbelit masalah hukum terutama 
saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, mulai saat itu dapat 
memanfaatkan jasa Posbakum.  
Dengan adanya Posbakum ini maka diharapkan dapat membantu masyarakat 
yang tidak mampu secara finansial. Pemberian bantuan hukum ini untuk meringankan 
beban biaya yang harus ditanggung masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh 
pembelaan dan perlindungan hukum jika berhadapan dengan proses hukum di 
pengadilan. Meningkatkan akses kepada keadilan, menigkatkan kesadaran serta 
pengetahuan masyarakat tentang hubungan hukum terkait pemenuhan perlindungan 
hukum terhadap hak dan kewajibannya.  
Dengan adanya Posbakum yang terbentuk, diharapkan dapat memberikan 
pencerahan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Posbakum tak hanya 
membantu masalah menyangkut penyelesaian perkara. Namun dapat juga menjadi 
tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang terjadi. 
Bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum bisa datang 






Adapun tugas dan wewenang Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa  
Tugas dari Posbakum Pengadilan Negeri ini tidak lepas dari peran advokat 
dan sarjana hukum sebagai petugas pelaksana dalam pemberian bantuan hukum 
secara cuma-cuma (Prodeo) terhadap para pencari keadilan yang kurang mampu.  
Adapun Jenis layanan yang bisa diberikan pada Posbakum Pengadilan Negeri  
Sungguminasa, yaitu:  
a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.  
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan  
c. penyediaaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana 
dimaksudkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan 
hukum atau advokat lainnya yamg dapat memberikan bantuan hukum seara 
cuma-cuma (prodeo).  
Layanan bantuan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang tidak 
mampu tersebut bertujuan untuk :  
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk 
mendapatkan akses keadilan  
b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip 
persamaaan kedudukan didalam hukum  
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara 
merata di seluruh wilayah negara Indonesia  




Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan 
Khusnul Khatimah, menyatakan bahwa:  
Tujuan dibentuknya Posbakum di Pengadian Negeri Sungguminasa adalah 
untuk memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan 
yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan di 
hadapan hukum agar supaya hak-hak mereka dapat terpenuhi.3  
Sejalan dengan penyusunan skripsi ini yang bertujuan mengetahui bagaimana 
eksistensi dan peran serta kendala-kendala Posbakum di Pengadilan Negeri 
Sugguminasa, maka penyusun mencoba melihat apakah Posbakum sudah 
melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat yang tidak mampu 
dalam mencari keadilan di Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
Adapun pendanaan yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan 
Posbakum selalu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
lebih dikenal dengan APBN dari tahun yang berjalan. Karena pendanaan tiap tahun 
untuk Posbakum selalu disiapkan dan diambilkan dari APBN melalui Kementerian 
Hukum dan HAM, maka dari pihak Posbakum juga mempunyai kewajiban untuk 
melaporkan keuangan tersebut kepada Negara, yang mana Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa bertanggung jawab sepenuhnya akan dana tersebut.  
Mengenai mekanisme pelaporannya melalui panitera dan petugas dari 
Posbakum yang saling mencocokkan jumlah masyarakat yang beracara menggunakan 
jasa Posbakum dalam membantu pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan, 
dengan disertai bukti-bukti bahwa Posbakum memang telah menerima orang yang 
mebutuhkan jasa Posbakum itu sendiri.  
                                                           
3Khusnul Khatimah, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Ketua Tim Seleksi 




Di luar tugas dari Posbakum sebagai pemberi layanan bantuan hukum bagi 
mereka yang mencari keadilan, Posbakum juga memiliki tugas lain yaitu pelaporan 
dana. Semua organisasi pasti membutuhkan dana supaya kinerja didalamnya dapat 
berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu pula dengan Posbakum yang 
pastinya membutuhkan dana supaya tugas yang diemban dapat berjalan dengan 
semestinya.  
Adapun Syarat dan mekanisme permohonan layanan Posbakum, antara lain:  
Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum 
kepada advokat piket pada Posbakum dengan mengisi formulir secara lengkap 
dengan melampirkan :  
a. surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala 
desa/lurah /kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang 
bersangkutan tidak mampu;  
b. surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin 
(KKM), Kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu beras 
miskin (raskin), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan 
langsung tunai (BLT), kartu perlindungan social (KPS), atau  
c. surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui 
oleh petugas Posbakum pengadilan dan diketahui oleh ketua Pengadilan 
Negeri Sungguminasa.  
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Penyusun mencoba mewawancarai Advokat piket Posbakum Ansyar Ukkas 
guna mengetahui tanggapannya mengenai mekanisme yang harus diketahui bagi 
masyarakat pencari keadilan yang ingin menggunakan layanan Posbakum, beliau 
mengatakann bahwa :  
Posbakum itu sudah seharusnya memberikan pelayanan prima kepada seluruh 
masyarakat pencari keadilan khususnya bagi orang-orang tidak mampu atau 
orang miskin. Mereka diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma  atau gratis 
dengan syarat masyarakat tersebut mengambil surat keterangan tidak 
mampu/surat keterangan orang miskin dari Kantor  Kelurahan atau kantor Desa. 
Sehingga bagi masayarakat yang ingin mendapatkan layanan Posbakum harus 
terlebih dahulu mendapatkan dan atau mengurus surat keterangan tidak mampu 
tersebut.4  
Berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan dalam penelitian ini, maka 
masyarakat yang datang ke Posbakum tidak serta merta langsung dilayani, namun 
mereka harus memenuhi beberapa syarat untuk menggunakan jasa petugas Posbakum 
dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  
Adapun Prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, yaitu:  
Cara mengakses Posbakum sangatlah mudah dengan tempat yang telah 
disediakan di salah satu ruangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka akan lebih 
mendekatkan Posbakum untuk diakses para pihak yang datang, dengan cara masuk 
ruangan yang telah disediakan dan di tunggu oleh para petugas Posbakum yang 
bertugas pada hari itu tapi sebelumya sebelum mereka ditanya terlebih dahulu 
maksud kedatanganya ke Posbakum tersebut.  
Selanjutnya para pihak yang hendak mendapatkan layanan Posbakum akan 
diberikan formulir yang telah disediakan serta memberitahukan untuk dapat 
                                                           
4Ansyar Ukkas, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 25 Februari 2016.  
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menerima layanan Posbakum, dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan 
seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan atau Kantor 
Desa, atau surat keterangan lainnya seperti, tunjangan sosial yang telah disebutkan 
dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. 
Kemudian petugas Posbakum akan menanyakan atau meminta keterangan lain terkait 
kronologis perkara yang dihadapi, setelah itu penerima layanan Posbakum akan 
mengisi pernyataan telah menerima layanan dari petugas Posbakum, kemudian 
petugas Posbakum mengumpulkan berkas perkara penerima layanan Posbakum 
sebagai dokumentasi untuk diserahkan ke Pengadilan. 
Jika penerima layanan menginginkan pembebasan biaya perkara karena tidak 
sanggup membayar baik dalam perkara gugatan maupun permohonan maka petugas 
Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk 
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk diproses lebih lanjut 
layak tidaknya pemohon tersebut di bebaskan dari biaya perkara.  
Adapun Perkara-perkara yang ditangani Posbakum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dalam pemberian layanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu 
yang ruang lingkupnya meliputi seluruh perkara perdata dan perkara pidana yang 
menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dapat dimohonkan 
bantuan hukum. Adapun perkara peerdata yang bisa dilayani oleh Posbakum antara 
lain : 
• Gugatan cerai bagi beragama non muslim  
• Gugatan hutang-piutang  
• Gugatan tanah  
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• Permohonan perubahan nama  
• Permohonan pengangkatan anak, dll  
Sedangkan untuk perkara pidana ruang lingkup pemberian layanan bagi 
masyarakat tidak mampu yang menjadi kewenangan Posbakum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dapat dimohonkan yaitu perkara pidana biasa seperti pencurian, 
penipuan, perjudian, penganiayaan, dan perkara pidana lain yang di ancam dengan 
hukuman pidana lima tahun atau lebih, dan juga terutama bagi perkara anak yang 
diwajibkan adanya pendampingan dari advokat.  
Penggugat/pemohon maupun tersangka/terdakwa berhak mendapatkan 
layanan hukum secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemberian layanan 
Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa terkait perkara yang diajukan masing-
masing pemohon bantuan hukum baik itu perkara perdata maupun perkara pidana 
khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.  
B. Pelaksanaan Peran dan Kendala-Kendala Posbakum dalam Penyelesaian 
Perkara Perdata Secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
1. Pelaksanaan Peran Posbakum dalam Penyelesaian Perkara Perdata 
Secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 
disebutkan bahwa peran Posbakum yaitu:  
a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum  
Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa memang seolah hanya 
memberikan bantuan informasi, konsultasi atau advis hukum namun jika dijelaskan 
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lebih terperinci lagi maka tugas dari Posbakum  dimulai ketika seseorang masuk  
ruangan Posbakum adalah :  
1) Pemberian informasi  
Seorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun 
mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa 
yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke pusat 
informasi mereka diarahkan untuk beracara melalui jasa Posbakum. Selanjutnya 
mereka yang datang akan diterima oleh petugas Posbakum untuk mendapatkan 
informasi tentang tatacara beracara, dan syarat beracara dan lain-lain. Misalnya saja 
jika mereka tidak memiliki biaya untuk berperkara di pengadilan maka diberitahukan 
syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum mengajukan gugatan atau 
permohonannya kepada panitera. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 
memperoleh  pembebasan biaya perkara :  
1. surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa 
atau lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu 
membayar biaya perkara,  
2. surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin 
(KKM), Kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan surat 
keterangan penumjang lainnya.  
3. surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui 
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oleh petugas Posbakum pengadilan dan diketahui oleh ketua pengadilan 
negeri.  
2) Konsultasi  
Jika melihat pada Black’s Law Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang 
dimksud dengan konsultasi (consultation) adalah: “act of consulting or conferring; 
e.g. client with lawyer” (aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan 
penasihat hukumnya). Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan 
orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah.5  
Dalam rumusan yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut dapat 
kita ketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang 
bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak 
lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien 
tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.6  
Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasihat) atau 
perundingan, seperti klien dengan penasihat hukum. Konsultasi merupakan 
pembicaraan yang berupa pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan 
oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. 
Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan penyusun dengan Nurzainah 
Pagassingi terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan posbakum, beliau 
menyatakan bahwa:  
Dalam pemberian konsultasi kami disini hanya menanyakan kondisi yang 
mereka alami, misalnya dalam perbaikan identitas, maka kami memberikan 
                                                           
5
 “Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan”, Edisi No. 73, (Jakarta: PPHIMM, 2011),  h. 20. 
6Nurzainah Pagassingi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 1 Maret 2016. 
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saran kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan mau dibawa kemana 
urusan mereka nantinya.7  
Dari hasil wawancara di atas penyusun menemukan bahwa Petugas Posbakum 
menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum 
mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan 
urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan 
keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan 
mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum.  
Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam 
memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat 
hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk 
selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri 
oleh para pihak yang berperkara. 
3) Advis  
Advis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah nasihat. Advis disini 
berguna untuk memberikan nasihat kepada penerima atau pemohon layanan 
Posbakum apabila mereka tidak bisa didamaikan melalui mediasi. Maka advokat 
piket dalam pemberian advis sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penerima atau 
pemohonon layanan Posbakum tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Posbakum 
Nurzainah Pagassingi terkait dengan peran Posbakum dalam pemberian advis kepada 
pencari keadilan, beliau menjelaskan bahwa :  
                                                           
7Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 86. 
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Kalau ditanya mengenai peran Posbakum, maka tugas kami dalam pemberian 
advis itu hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan 
oleh mereka ketika beracara di ruang persidangan, kita tidak memiliki 
kewenangan untuk mendampingi mereka diruang sidang, kami hanya sekedar 
memberikan gambaran prosedur beracara dengan memberikan konsultasi, dan 
membuatkan dokumen-dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga kami 
dapat membantu. 8  
Advis atau pendampingan dimaksud kali ini bukanlah advis pendampingan di 
dalam ruang sidang. Akan tetapi advis disini hanya sebatas memberikan gambaran 
perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum karena mereka 
tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan jasa dari Posbakum yang bersifat advis.  
Dalam artian pihak yang hendak beracara akan mendapatkan penjelasan 
mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, 
ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari Posbakum tidak bisa memberikan 
jasa advis secara keseluruhan, petugas Posbakum tidak dapat mendampingi atau 
mewakili mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya 
diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
Hal lebih lanjut terkait peran advokat dalam pemberian advis, dijelaskan 
dalam hasil wawancara dengan Nurzainah Pagassingi, bahwa :  
Dalam persidangan mereka ditanya terkait ingin menggunakan advokat, dan 
mereka mengiyakan namun mereka tidak mampu maka hakim memberikan 
kuasa kepada advokat Posbakum yang ditunjuk untuk memndampingi mereka. 
Maka kami bisa membantu dan hal ini banyak terjadi pada perkara pidana yang 
ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.9  
Dari hasil wawancara di atas penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa 
pendampingan itu dilakukan hanya jika ada kuasa dari penerima dan ada penetapan 
                                                           
8
 Nurzainah Pagassingi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 1 Maret 2016. 
9
 Nurzainah Pagassingi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 1 Maret 2016. 
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dari pengadilan untuk didampingi di persidangan dan ini hanya berlaku dalam perkara 
pidana. Hal ini juga sesuai dengan amanah yang sampaikan dalam Pasal 56 KUHAP.  
Hal lebih lanjut terkait peran advokat dalam pemberian advis dalam 
penyelesaian perkara perdata, dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Nurzainah 
Pagassingi, bahwa :  
Dalam perkara perdata kalau mereka butuh pendampingan kita tetap 
mendampingi namun hanya di luar persidangan sampai perkaranya selesai jika 
diberikan kuasa langsung dari pengadilan, namun pendampingannya tidak 
sampai masuk pada ke dalam ruang persidangan. Perkara juga tidak bisa 
dijamin sampai selesai karena kita memiliki periode kontrak kerja dengan pihak 
pengadilan, seperti yang diketahui perkara perdata biasanya  memakan waktu 
bertahun-tahun untuk diselesaikan.10 
Dari hasil wawancara di atas penyusun dapat menyimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dalam hal pemberian advis hukum maka advokat piket 
Posbakum tersebut tidak dapat mendampingi warga masyarakat yang memohon 
bantuan untuk didampingi di persidangan dan jika diberikan kuasa langsung dari 
pihak pengadilan maka mereka dapat mendampingi. Namun, advokat piket tersebut 
juga mempertimbangkan terkait kasus tertentu yang dianggap berat dan memakan 
waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan sedangkan mereka memiliki periode waktu 
kerja yang terbatas. 
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan  
Mengenai bantuan pembuatan dokumen hukum peneliti juga melakukan 
wawancara dengan Ansyar Ukkas karena beliau mengetahui banyak mengenai hal 
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tersebut mengingat beliau adalah dulunya seorang advokat Posbakum di Pengadilan 
Negeri Makassar, ditanya mengenai hal ini beliau memberi tanggapan bahwa:  
Karena banyak dari mereka yang tidak mengetahui dokumen apa saja yang 
nantinya mereka butuhkan. Dan disini kami membuatkan dokumen sesuai 
dengan kewenangan kami selaku advokat piket Posbakum kepada pencari 
keadilan berupa Surat Kuasa, Gugatan, Permohonan, Replik-Duplik, Eksepsi, 
Kesimpulan, Pledoi dan lain-lain.11  
Hal serupa juga disampaikan oleh Nurzainah Pagassingi, beliau memberikan 
tanggapan bahwa :  
Kami di sini juga membantu mereka membuatkan dokumen-dokumen yang 
mereka perlukan, seperti pembuatan dokumen permohonan pembebasan biaya 
perkara karena mereka tidak sanggup membayar, maka kami buatkan dokumen 
tersebut. 12  
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa peran advokat piket 
Pobakum Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pembuatan dokumen-dokumen 
mereka bisa membantu penerima layanan Posbakum dalam pembuatan suraat-surat 
yang mereka perlukan seperti yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara tersebut, 
karena kebanyakan dari mereka yang datang tidak mengetahui cara membuat 
dokumen yang mereka perlukan terkait perkara yang mereka hadapi. Misalnya saja 
dalam perkara perdata mereka membuatkan dokumen pembebasan biaya perkara 
(prodeo) untuk diajukan lebih lanjut kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang awam mengenai hukum, 
sudah pasti dokumen-dokumen di dalam berperkara terasa asing bagi mereka. Dalam 
hal ini Posbakum banyak mengambil peran terkait pembuatan dokumen-dokumen 
                                                           
11Ansyar Ukkas, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 25 Februari 2016.  
12
 Nurzainah Pagassingi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 1 Maret 2016. 
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hukum tersebut. Salah satunya dengan pembuatan surat pembebasan biaya perkara 
(prodeo).  
c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi 
bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum 
secara cuma-cuma  (Prodeo).  
Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum, jika dalam berperkara 
pemohon bantuan hukum ingin didampingi di persidangan maka akan diarahkan 
untuk menggunakakan jasa organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma. Karena pihak Posbakum tidak memiliki kewenangan 
untuk mendampingi mereka tanpa adanya surat kuasa dari pemohon layanan 
Posbakum maupun penunjukan dari ketua pengadilan untuk didampingi dalam 
beracara di persidangan. Sehingga peran dari Posbakum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa hanya sekedar menyediakan daftar organisasi atau lembaga bantuan 
hukum yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. 
Selanjutnya, terkait dengan peran Posbakum dalam penyediaan organisasi 
bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum secara 
cuma-cuma tersebut dikarenakan tidak selesainya perkara atau kasus terkait dengan 
tidak selesainya perkara yang ditangani pada tingkat pertama, dan ingin melanjutkan 
pada tingkat banding atau kasasi. Seperti dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan 
dengan Nurzainah Pagassingi, bahwa:  
Bantuan Posbakum itu cuma bantuan konsultasi  saja, karena kewenangan kami 
hanya sampai pada tingkat pertama saja. namun ada pengecualian jika mereka 
ingin didampingi di persidangan karena perkaranya dianggap berat dan atau 
perkaranya belum selesai pada tingkat pertama dan ingin melanjutkan ke 
tingkat banding. maka kami memberikan informasi terkait LBH yang 
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menyediakan bantuan hukum secara prodeo yang bisa membantu mereka 
nantinya.13  
Hal tersebut serupa dengan apa yang dilelaskan oleh Ansyar Ukkas lebih 
lanjut menyatakan bahwa:  
Prosedur pemberian bantuan hukum harus sampai selesai atau sampai putusan. 
Namun, pendampingan Posbakum hanya sampai pengadilan tingkat pertama. 
Kalaupun mereka ingin mengajukan banding karena perkaranya belum selesai, 
maka mengambil  advokat yang lain, serta dibuatkan memori banding atau jika 
mereka masih ingin menggunakan jasa kami lagi maka mereka dapat membayar 
sendiri, karena biaya untuk Posbakum hanya sampai pada tingkat pertama saja. 
14
  
Dari hasil wawancara di atas ditegaskan bahwa dalam penyelesaiaan perkara 
perdata maupun pidana, Posbakum hanya membantu masyarakat dalam konsultasi, 
advis dan pembuatan dokumen-dokumen hukum lain terkait perkara yang mereka 
ajukan untuk dibantu. Terutama bagi masyarakat miskin yang tidak sanggup 
membayar perkara maka advokat piket akan membuatkan surat permohonan 
pembebasan biaya perkara (prodeo) yang nantinya akan diserahkan ke meja satu.  
Jika ditarik kesimpulan peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa berawal pada pemberian informasi bagi mereka yang datang kepada 
Posbakum dan berakhir pada pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan 
untuk beracara tanpa sampai masuk ke ruang sidang. Dikarenakan jasa yang 
diberikan oleh Posbakum bukanlah jasa advis atau advokasi secara menyeluruh, tapi 
hanya jasa advokasi berupa gambaran hal yang akan dilakukan bagi para pihak yang 
hendak berperkara di pengadilan dan jasa pembuatan surat permohonan maupun surat 
gugatan yang nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa 
                                                           
13Nurzainah Pagassingi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 1 Maret 2016. 
14Ansyar Ukkas, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 25 Februari 2016.  
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sebagai salah satu syarat beracara baik ia sebagai penggugat/tergugat maupun 
pemohon/termohon.  
Dari penjelasan yang disampaikan dalam wawancara tersebut sudah jelas 
bahwa pada dasarnya Posbakum memang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat 
yang tidak mampu. Sehingga setiap pencari keadilan berhak memperoleh informasi, 
konsultasi dan advis hukum mengenai perkara yang dihadapi.  
Dari hasi uraian terkait pelaksanaan beberapa peran Posbakum dalam 
penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa di atas dapat 
disimpulakan bahwa kurangnya peran Posbakum dalam hal pemberian advis hukum, 
hal ini dapat diketahui bahwa dalam hal pendampingan untuk peneima layanan 
bantuan hukum tidak hanya mendampingi di luar persidangan, tetapi juga harus 
dalam persidangan. 
Sesuai dengan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
yang menjelaskan bahwa  
penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum  hingga masalah 
hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, 
selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat 
kuasa.15 
 Dari penjelasan pasal tersebut bahwa Posbakum seharusya memberikan 
bantuan sampai pencari keadilan atau penerima bantuan hukum selesai dengan 
masalahnya bukan hanya membantu dalam proses pemberian informasi dan 
konsultasi saja dan Posbakum disini tidak bisa menjadi kuasa atau pendamping dalam 
persidangan, namun hanya pendampingan di luar persidangan.  
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Dalam Pasal 9  huruf (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan 
bahwa penerima bantuan hukum berhak  
mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi 
tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.16 
Dapat diambil kesimpulan bahwa peran Posbakum dalam pelayanannya 
seharusnya juga sampai pada persidangan atau mendampingi dalam persidangan, 
tidak hanya diluar persidangan saja karena bantuan hukum itu meliputi menjalankan 
kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain 
untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum sesuai dengan amanat Pasal 4 
ayat 3  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. 
Adapun manfaat dari pelaksanaan peran Posbakum dapat diuraikan sebagai 
berikut:  
Pada umumnya setiap Posbakum sangat membantu khususnya dalam 
memberikan layanan hukum kepada masyarakat baik yang mampu maupun yang 
tidak mampu. Begitu pula dengan Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
sangat membatu masyarakat baik dalam hal pemberian advis dan konsultasi maupun 
pembuatan dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi penerima layanan bantuan 
hukum. Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat dibutuhkan dalam 
membantu masyarakat yang kurang mampu membayar jasa advokat atau pengacara 
dan masyarakat yang masih minim dan awam dengan pengetahuan hukum.  
                                                           





Manfaat lain juga disampaikan oleh Khusnul Khatimah terkait Posbakum, 
beliau menyatakan bahwa:  
Dengan adanya Posbakum ini bukan saja membantu masyarakat tetapi 
membantu juga Pengadilan Negeri yang dulunya dikerjakan oleh pihak 
pengadilan atau para pegawai Pengadilan Negeri Sungguminasa sekarang 
diserahkan kepada petugas Posbakum khususnya dalam pemberian konsultasi 
dan pembuatan surat-surat yang dibutuhkan, atau dokumen-dokumen lainnya.17  
Sebagaimana penyusun juga mewawancarai salah satu penerima layanan 
hukum Posbakum Pengadilan Negeri Sunguminasa bernama Munadir Dg. Sila  
dikatakan bahwa:  
Saya sangat terbantu dengan adanya Posbakum ini, karena saya datang kesini 
tidak mengerti apa yang harus saya lakukan, untung saja petugas informasi 
memberitahukan saya untuk ke Posbakum, disitu saya dibantu dan diberikan 
informasi terkait apa yang akan saya lakukan nantinya, seperti memasukkan 
surat saya untuk didaftarkan.18  
Hal senada juga penyusun temukan saat mewawancarai salah satu penerima 
layanan bantuan hukum di Posbakum yang lainnya bernama Radiah beliau 
mengatakan bahwa hanya dengan mengetuk pintu Posbakum maka mereka akan bisa 
dilayani oleh petugas yang ada di Posbakum,  setelah kita mengisi daftar hadir maka 
kita bisa mendapatkan layanan Posbakum. Radiah lebih lanjut menyampaikan bahwa:  
Adanya Posbakum memang sangat membantu orang seperti saya, dengan latar 
belakang pendidikan yang rendah saya bingung mau melakukan apa di 
pengadilan negeri nanti, padahal saya sedang ada permasalahan yang harus 
diselesaikan di depan persidangan, setelah saya diberitahu oleh petugas 
informasi untuk mengunjungi Posbakum maka saya merasa lega karena telah 
dibantu menyelesaikan pengajuan perkara saya di pengadilan.19  
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 Khusnul Khatimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Ketua Tim Seleksi 
Pelaksanaan Posbakum Tahun 2016, Wawancara, Gowa, 22 Februari 2016. 
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 Munadir Dg. Sila. Penerima Layanan Posbakum, Wawancara, Gowa, 29 Februari 2016. 
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 Radiah, Penerima Layanan Posbakum, Wawancara, Gowa,  29 Februari 2016. 
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Beberapa keterangan lainnya yang sempat penyusun dapatkan saat wawancara 
dari beberapa masyarakat yang menggunakan layanan Posbakum di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, dengan mengatakan bahwa keberadaan Posbakum tersebut 
sangatlah membantu terkait masalah hukum yang sedang mereka alami. Mereka 
sangat awam tentang bagaimana berhadapan dimuka persidangan dengan berbagi 
prosedur yang harus mereka tempuh, yang mereka ketahui untuk bersinggungan 
dengan hukum di pengadilan haruslah mengeluarkan biaya yang amat banyak yang 
digunakan untuk mencari bantuan kepada advokat, sehingga yang terjadi saat mereka 
mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat 
yang kurang mampu seperti mereka, mereka tidak percaya, dengan mengatakan di 
zaman sekarang ada layanan bantuan hukum gratis yang membantu mereka 
menyelesaikan masalah dengan cuma-cuma (gratis), hal itu telah terjawab sudah 
dengan mereka mendatangi Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
2. Kendala-Kendala Posbakum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum, 
tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi Posbakum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum 
secara cuma-cuma. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Posbakum, antara 
lain:  
1. Kurangnya Dana  
Posbakum merupakan program kerja dari Kementerian Hukum dan HAM 
sehingga dananya berasal dari APBN yang masuk ke Kemeneterian Hukum dan 
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HAM melalui Kantor Wilayah yang bekerjasama dengan pengadilan. Di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa anggaran yang disediakan untuk petugas Posbakum sangatlah 
terbatas. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Meirissa Nilawaty 
Awalia, menyatakan bahwa : 
Mengenai pembayaran jasa bagi para pelaksana kegiatan Posbakum dihitung 
sesuai dengan jumlah jam piketnya yaitu 4 (empat) jam sehari dan gaji bagi 
advokat piket Posbakum sehari adalah Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu 
Rupiah) sesuai dengan kesepakantan antara advokat piket dengan Pengadilan 
Negeri Sungguminasa.20  
Untuk mengetahui lebih rinci terkait anggaran dana yang diberikan kepada 
pihak pengadilan, penyusun mencoba mewawancarai lebih lanjut Bendahara 
Pengeluaran di Pengadilan Negeri Sungguminasa Meirissa Nilawaty Awalia, 
menyatakan bahwa :21  
Anggaran yang dicairkan untuk pelaksanaan Posbakum selama 1 (satu) tahun 
sebesar Rp. 57.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:  
Belanja barang untuk persediaaan barang konsumsi : Rp. 6.000.000,-  
Belanja Jasa Konsultan     : Rp. 44.490.000,-  
Honor Advokat/Pengacara Piket  
(1 org x 4 jam x 16 hr x 12 bln)  
1 hari   : 4 jam  : Rp. 75.000,- 
1 minggu  : 4 hari 
1 bulan  : 16 hari  : Rp.75.000 x 16  = Rp. 1.200.000,- 
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Sebuah pelayanan bantuan hukum tidak akan berjalan maksimal apabila peran 
pemerintah melalui sokongan dana kurang mencukupi. Dengan anggaran dana yang 
minim dari negara tidaklah seberapa besar untuk Posbakum sendiri sesuai dengan 
peraturan diberikan insentif dana sejumlah Rp. 57.600.000,- selama setahun yang 
mana Rp. 1.200.000,- untuk waktu sebulan kepada petugas Posbakum dengan begitu 
minimnya. Kurangnya dana yang diterima oleh advokat piket yang tidak sesuai 
dengan hasil kerja yang mereka berikan kepada masyarakat, maka layaklah pelayanan 
yang mereka berikan hanya semata-mata mengamalkan ilmu mereka untuk orang 
banyak dalam sebuah niat tulus pengabdian kepada masyarakat. Karena jika orientasi 
mereka adalah profit seperti pengacara pada umumnya tentulah dana Rp. 1.200.000 
per bulan tidak dapat dipersamakan. 
2. Kurang Sosialisasi dari Petugas Posbakum dan Pengadilan sebagai penyedia 
Posbakum  
Salah satu yang bisa jadi kendala pemberian bantuan hukum di Posbakum di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Posbakum 
terhadap ketersediaan  layanan posbakum di Pengadiln Negeri Sungguminasa.  
Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan Ansyar Ukkas, bahwa :  
Mengenai Posbakum, masyarakat yang berperkara di pengadilan belum 
seluruhnya mengetahui keberadaannya. Hanya sekitar 50% (lima puluh persen) 
masyarakat mengetahui tentang keberadaan Posbakum. Mereka baru 
mendengar dan mengetahui tentang posbakum setelah sampai di pengadilan.22  
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh Dg. Gassing, salah satu 
orang yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa:  
                                                           
22Ansyar Ukkas, Advokat Posbakum, Wawancara, Gowa, 25 Februari 2016. 
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Saya tidak tahu apa itu dibilang Posbakum. Baru juga saya dengar. Kalau saya 
berpekara di sini pakai biaya sendiri. Saya juga tidak diberi tahu masalah bisa 
berperkara tanpa biaya. Jadi, saya kumpul uang sendiri untuk berperkara.23  
Sehingga kedepan diharapkan kepada petugas Posbakum, Kementerian 
Hukum dan HAM maupun Pengadilan yang mempunyai layanan Posbakum harus 
mensosialisaikan programnya lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih 
banyak mengetahui pentingnya layanan Posbakum tersebut.  
3. Pembatasan pemberian layanan hukum oleh Posbakum  
Dari penelitian yang dilakukan, penyusun menemukan fakta terkait peran dari 
Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara perdata hanya sebatas memberikan 
informasi, konsultasi, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan advis hukum 
yang tidak sampai pada tahap mendampingi atau mewakili pemohon di ruang 
persidangan dalam penyelesaian perkara perdata. Adapun Penyebab tidak bisanya 
seorang pemohon di dampingi atau diwakili oleh advokat piket yang berada di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa di jelaskan oleh Nurzainah Pagassingi dijelaskan 
bahwa :  
Untuk pendampingan advokat sendiri kami tidak disediakan dana untuk itu, 
karena dana Posbakum sendiri hanya untuk piketnya saja selama 4 jam perhari, 
sehingga dari segi kuantitas dana tersebut tidak mencukupi untuk kepentingan 
Posbakum.24 
Selain itu juga Perkara yang biasa dikonsultasikan dan dimintakan bantuan 
hukum baik itu gugatan maupun permohonan hanya yang sifatnya masih sederhana. 
Persoalan yang sering diajukan berkisar pada gugatan/permohonan adalah 
pembebasan biaya perkara, pergantian nama, konsultasi, advis dan pemberian 
                                                           
23Dg. Gassing, Warga yang Berperkara, Wawancara, Gowa, 20 Februari 2016.  
24
 Nurzainah Pagassingi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 1 Maret 2016. 
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informasi, untuk perkara dilihat dalam konteks orang yang berperkara mengenai 
apakah dia dianggap mampu  menggunakan jasa advokat ataupun tidak sama sekali.  
4. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat  
Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di 
Kabupaten Gowa tentang hukum ini disebabkan banyak hal, salah satunya adalah 
tingkat pendidikannya yang rendah, tentunya bagi kaum miskin atau ekonomi lemah, 
pendidikan bukanlah hal yang utama, sehingga dalam perkembangannya mereka 
tidak menyadari betapa pentingnya pengetahuan untuk kehidupannya di masa 
mendatang. Ketidaktahuannya pun menjadi kendala besar untuk mengakses dunia 
luar. Masyarakat dengan ekonomi lemah ini lebih mengutamakan mencari sesuap nasi 
dari pada harus memikirkan ilmu pengetahuan yang dirasa tidak penting baginya.  
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh Dg. Gassing, salah satu 
orang yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa:  
Saya tidak tahu apa itu dibilang Posbakum. Baru juga saya dengar. Kalau saya 
berpekara di sini pakai biaya sendiri. Saya juga tidak diberi tahu masalah bisa 
berperkara tanpa biaya. Jadi, saya kumpul uang sendiri untuk berperkara.25  
5. Letak Geografis  
Letak geografis merupakan suatu kendala untuk mendapatkan akses 
Posbakum, karena masyarakat pencari keadilan dan atau yang membutuhkan layanan 
Posbakum yang berdomisili jauh dari tempat layanan Posbakum, harus membutuhkan 
waktu yang sudah harus direncanakan jauh-jauh hari yang telah diperkirakan waktu 
untuk datang ke Pengadilan tempat layanan Posbakum tersebut disediakan.  
                                                           
25Dg. Gassing, Warga yang Berperkara, Wawancara, Gowa, 20 Februari 2016.  
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Berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Posbakum, perlu 
dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan pemberian layanan Posbakum secara 
cuma-cuma  kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Upaya-upaya tersebut 
antara lain sebagai berikut :  
1. Memberikan Pengetahuan Hukum kepada Masyarakat yang Awam Hukum 
terkait Posbakum.  
Banyaknya masyarakat belakangan ini terbelit kasus hukum, karena kekurang 
pahaman terhadap masalah hukum. Ditambah lagi tingkah diskriminatif aparat 
penegak hukumnya yang membuat ketidakberdayaan masyarakat dihadapan hukum, 
akhirnya, warga negara untuk mendapatkan hak yang sama di mata hukum dan 
mendapat kepastian hukum pun tidak ada terutama bagi masyarakat miskin. Sehingga 
pengetahuan masyarakat terkait hukum harus ditingkatkan dengan mengetahui peran 
dari Posbakum maka mereka bisa meminta saran atau pengetahuan bagaimana cara 
mereka beracara di pengadilan negeri nantinya jika ada dari mereka yang tersangkut 
masalah hukum di pengadilan. 
2. Penyebarluasan informasi tentang keberadaaan Posbakum. 
Penyebaran informasi terkait keberadaan posbakum baik melalui media 
elektronik maupun sosialisasi langsung ke masyarakat melalui Pengadilan Negeri 
Sungguminasa sangatlah dibutuhkan terutama di daerah pelosok. mengenai 
pemberian informasi yang sejelas-jelasnya, itu berarti sama saja telah memberikan 
sedikit pengetahuan hukum tentang cara berperkara di pengadilan kepada masyarakat 




3. Peningkatan anggaran dana dan peran Posbakum  
Peningkatan anggaran dana ini diperlukan guna meningkatkan kinerja dari 
Posbakum itu sendiri karena peran dari Posbakum hanya sebatas pemberian 
informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan 
atau mewakili di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata disebabkan karena 
tidak adanya dana yang mencukupi. 
C. Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kaitannya 
dengan Manfaatnya bagi Masyarakat 
Dalam penelitian ini penyusun secara khusus ditujukan dalam pembahasan 
mengenai Posbakum yang berada di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tugasnya 
memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu 
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 
yang menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum tersebut, sehingga pengguna layanan dalam hal 
ini adalah masyarakat yang datang ke pengadilan mengetahui hal-hal yang terkait 
eksistensi, pelaksanaan tugas dan perannya yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat 
miskin yang tergolong ekonomi lemah di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Penyelenggaraan layanan Posbakum ini ditandai dengan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dengan pimpinan/ Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum 
di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang telah mendapatkan akreditasi dari 
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Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2011 dalam hal kerjasama dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa.  
Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Sungguminasa bekerjasama dengan salah 
satu lembaga bantuan hukum yang mana pada saat itu anggotanya hanya terdiri dari 
dua orang anggota yang ditugaskan pada Posbakum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa sebagai advokat piket dalam periode satu tahun kerja. Setelah 
berakhirnya kontrak tersebut selanjutnya pada tahun 2016 Pengadilan Negeri 
Sungguminasa kembali merekrut dan melakukan kerjasama dengan 2 (dua) lembaga 
konsultasi dan bantuan hukum yang telah lolos syarat kualifikasi sebagai calon 
penyedia jasa layanan bantuan hukum Posbakum. Adapun di tahun 2016 Pengadilan 
Negeri Sungguminasa bekerja sama dengan dua lembaga yaitu Lembaga Kajian 
Advokasi dan Bantuan Hukum (LKaBH) Universitas Muslim Indonesia dan Yayasan 
Bantuan Hukum Andina (YBHA) yang mulai beroperasi sejak Februari 2016. 
Keanggotaan kedua lembaga tersebut dapat dijelaskan seperti di bawah ini :  
1. Lembaga kajian advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia 
(LKaBH-UMI) yang memiliki anggota sebanyak 4 orang yaitu :  
1) Drs. Ansyar Ukkas SH. MH  
2) Rahmat SH  
3) Mutia Novira SH  
4) Syahrasiah Tagibu SH  
2. Yayasan Bantuan Hukum Andina  (YBHA) alamat di Jl. Pndidikan No. 46 
Limbung Kab. Gowa, Telp. 08114112594, yang memiliki anggota yaitu :  
Nurzainah Pagassingi SH. MH.  
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Dengan ditandatangani MoU dengan penyedia Posbakum, maka telah 
disediakan pula ruangan khusus di Pengadilan Negeri Sungguminasa bagi petugas 
piket dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum tersebut untuk memberikan layanan 
bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan bagi yang tidak mampu secara 
ekonomis (prodeo) dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa.  
Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah ada sejak tahun 2014 
akan tetapi pelaksanaannya baru dilaksanakan pada tahun 2015. Dahulu di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa belum menyediakan layanan Posbakum melainkan hanya 
Probono dan Prodeo, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 
10 Tahun 2010 yang memerintahkan hal tersebut. Namun karena belum adanya dana 
untuk pelayanan Posbakum, maka hal ini tidak ditemukan di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. Setelah itu sehubungan dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan telah disediakannya dana untuk pelaksanaan 
pelayanan Posbakum, akhirnya Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015, 
Posbakum ini telah ada dan mulai terealisasikan.  
Ditanya terkait tersedianya Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Khusnul Khatimah, menyatakan bahwa:  
Posbakum baru diselenggarakan karena pada tahun-tahun sebelumnya anggaran 
dana untuk pelaksanaannya sendiri di PN Sungguminasa belum ada, namun 
untuk tahun 2015 anggarannya sudah disediakan oleh Kementerian Hukum dan 
HAM untuk dapat digunakan oleh lembaga layanan Posbakum di pengadilan  
untuk melayani warga yang tidak mampu.26  
Hal ini juga juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Meirissa 
Nilawaty Awalia, yang menyatakan bahwa “Anggaran untuk pelaksanaan posbakum 
                                                           
26Khusnul Khatimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Ketua Tim Seleksi 
Pelaksanaan Posbakum Tahun 2016, Wawancara, Gowa, 22 Februari 2016. 
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baru tersedia pada tahun 2015 lalu, jadi penyelengaraan pelayanannya baru terlaksana 
tahun 2015 lalu”.27  
Dari hasil wawancara yang diterangkan di atas bahwa dengan adanya 
anggaran yang telah diperuntuhkan Pemerintah bagi masyarakat tidak mampu dari 
Kementerian Hukum dan HAM yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri 
Sunggumiasa, dapat mempermudah dan membantu masyarakat yang tidak mampu 
untuk mendapatkan layanan Posbakum secara maksimal.  
Selanjutnya, berbicara mengenai eksistensi berarti berbicara mengenai 
bagaimana keberadaan suatu hal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 
Khusnul Khatimah, menyatakan bahwa : 
Mengenai eksistensi Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa pastinya 
ada,eksis dan digunakan, kami telah menyediakan ruangannya di bawah bagian 
depan ruang IT, untuk mempermudah masyarakat yang ingin berpekara dalam 
mengakses keberadaan dari Posbakum itu sendiri karena kalau Posbakum tidak 
ada maka orang yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang kita tidak 
bantu berarti kita melanggar.28 
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Posbakum di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa telah eksis, ada serta digunakan hal ini ditandai dengan  
tersedianya ruangan Posbakum tersendiri untuk mempermudah masyarakat yang 
datang memohon bantuan hukum secara cuma-cuma agar dapat mengaksesnya.  
Untuk bisa mengakses keberadaan Posbakum yang diisi oleh LKaBH-UMI 
dan YBHA tersebut sebenarnya sangat mudah, dengan kita mendatangi kantor 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, kita akan menemukan ruangan yang bertuliskan 
“Posbakum”, setelah kita mengetahuinya kita bisa masuk dan menyampaikan 
                                                           
27Meirissa Nilawaty Awalia, Bendahara Pengeluaran, Wawancara, Gowa, 18 Februari 2016 
28Khusnul Khatimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Ketua Tim Seleksi 




permasalahan kepada petugas Posbakum, untuk selanjutnya bisa dilayani sesuai 
dengan keperluan. 
Di dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 
disebutkan mengenai pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
menunjang penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan pada salah satu ruangan yang 
telah disediakan  sebagai berikut :  
a. Mebel  
b. Komputer  
c. Mesin Printer  
d. Penyejuk Ruangan  
e. Alat Tulis Kantor   
Selain itu, untuk meninjau lebih lanjut tentang eksistensi Posbakum, melalui 
hasil observasi yang dilakukan oleh penyusun mengenai pasal di atas, berdasarkan 
fakta di lapangan ditemukan bahwa Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
pada tahun 2015, sarana dan prasaana ini belum disediakan secara keseluruhan, akan 
tetapi  pada tahun 2016 semuanya sudah dilengkapi dan telah terdia sarana dan 
prasarana sesuai pasal di atas.  
Melihat dari aspek fasilitas yang ada dalam program Posbakum di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa cukup memadai. Pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa telah 
menyediakan ruang untuk advokat piket. Di setiap ruangan juga telah disediakan 2 
(dua) buah meja dan kursi serta 1 (satu) AC. Selain itu juga disediakan Alat Tulis 
Kantor (ATK) berupa laptop, printer dan kertas. Ketersediaan fasilitas ini membuat 
masyarakat pencari keadilan yang berperkara di pengadilan merasa cukup nyaman.  
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Hanya saja pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa belum memajang alur 
pelayanan Posbakum yang dapat memberi nformasi mengenai Posbakum itu sendiri.  
Untuk mengetahui masalah eksistensi atau keberadaan Posbakum Bagan atau 
alur pelayanan pada sebuah instansi atau lembaga merupakan hal yang penting karena 
melalui bagan itulah para pencari keadilan mendapatkan informasi terkait keberadaan 
Posbakum yang dapat melayani masyarakat yang tidak mampu berperkara. Bagan 
yang ada juga sebaiknya tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipampang 
dalam ruangan pelayanan.  
Alur Pelayanan sangat penting karena berfungsi sebagai petunjuk bagi 
pengguna layanan, memberikan informasi yang memadai bagi pengguna layanan, 
sebagai media publikasi secara terbuka mengenai prosedur pelayanan kepada pencari 
keadilan.  
Alur Pelayanan selain menjelaskan bagaimana seharusnya proses  pelayanan 
itu berjalan, juga harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima 
layanan sehingga akan menjadi penting bagi pengguna layanan untuk mengetahui 
proses apa saja yang sebenarnya berjalan ketika berkas layanan sudah/akan masuk di 
penyelenggara pelayanan Posbakum. 
Dari hasil penelitian lebih lanjut yang dilakukan penyusun terkait dengan 
keberadaan Posbakum dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum secara 
cuma-cuma dalam perkara perdata tidak berjalan efektif pada tahun 2015. Hal ini 
dibuktikan dengan tidak adanya perkara perdata yang mereka bantu tangani sampai 
selesai di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Hal ini disebabkan karena perkara yang 
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mereka layani lebih terpusat pada perkara pidana yang memberikan pendampingan 
kepada terdakwa yang dikenai hukuman 5 (lima) tahun ke atas. Sedangkan untuk 
perkara perdata sendiri tidak ada bentuk penanganan atau pelayanan yang diberikan. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Abd. Latief mengenai 
penyelesaian perkara yang dibantu oleh Posbakum tahun 2015, mengatakan bahwa :  
Selama tahun 2015 perkara yang dibantu dilayani oleh pihak Posbakum hanya 
pada pendampingan oleh advokat di persidangan khususnya bagi mereka yang 
diancam hukuman lima tahun keatas dan tergolong tidak mampu sedangkan 
untuk perkara perdata sendiri yang dibantu penyelesaian perkaranya baik sejak 
awal permohonan sampai putusan sangatlah nihil, atau boleh dikatakan tidak 
ada.29  
Dari pernyataan Abd. Latief, di atas penyusun menarik kesimpulan bahwa 
semua perkara yang ditangani Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 
2015 lalu adalah perkara pidana sedangkan untuk perkara perdata tidak ada sama 
sekali.  
Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Khusnul Khatimah 
mengatakan bahwa  
Hanya saja jika kasus yang dilanggar tersebut tergolong berat dengan ancaman 
lima tahun atau lebih dan tergolong tidak mampu secara ekonomi, maka kami 
diwajibkan untuk menyediakan penasehat hukum (advokasi).30  
Dari pernyatakan yang dikemukakan oleh Abdul Latief, dan Khusnul 
Khatimah, tersebut penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa pada tahun 2015 
Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa hanya dapat melayani kasus pidana 
yang mendapat tuntutan hukuman diatas lima tahun karena adanya keharusan 
                                                           
29Abd. Latief, Panitera Muda Hukum, Wawancara, Gowa, 25 Februari 2016. 
30Khusnul Khatimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Ketua Tim Seleksi 
Pelaksanaan Posbakum Tahun 2016, Wawancara, Gowa, 22 Februari 2016. 
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menyediakan penasehat hukum atau advokat oleh pengadilan karena keadaan mereka 
yang tidak mampu membayar jasa advokat.  
Selain itu juga penyebab tidak adanya kasus perdata dijelaskan advokat piket 
Posbakum Nurzainah Pagassingi karena beberapa faktor, sesuai dengan penuturannya 
bahwa:  
Kurangnya kasus perdata karena biasanya masyarakat yang berperkara perdata 
ketika datang ke pengadilan sudah punya pengacara selain itu disini juga 
mungkin terkendala dana sehingga tidak semua perkara bisa ditangani. Dalam 
hal perkara-perkara perdata yang mengandung aspek-aspek finansial yang tidak 
sedikit, karena pada prinsipnya proses beracara perdata membutuhkan dana 
yang lumayan besar, mulai dari biaya pendaftaran, panjar panggilan-panggilan 
para pihak, leges dalam pembuktian, dan pengambilan putusan, terlebih lagi 
mana kala perkara tersebut membutuhkan penyitaan dan eksekusi putusan 
terhadap suatu objek sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara sukarela, 
tentu begitu banyak dana yang harus dikeluarkan sedangkan untuk anggaran 
Posbakum sendiri tidak mencukupi untuk membiayai hal tersebut.31  
Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut tersebut di atas, maka dapat 
diterangkan penyebab kurangnya perkara perdata disebabkan karena pihak dalam 
perkara perdata rata-rata orang yang mampu secara ekonomis, sehingga secara fisik 
mampu untuk menunjuk penasehat hukum atau advokat.  
Selain itu juga berdasarkan peninjauan yang dilakukan penyusun pada tahun 
2015, salah satu faktor tidak adanya perkara perdata yang ditangani yaitu mengenai 
kesiapan sarana dan prasarana masih sangat kurang, serta ruangan yang jarang 
terbuka, sehingga keberadaan akan Posbakum tidak banyak diketahui masyarakat 
yang berperkara di pengadilan, selain itu kurangnya sosialisasi terkait keberadaan 
Posbakum juga merupakan faktor utama tidak adanya perkara perdata yang ditangani.  
                                                           
31
 Nurzainah Pagassingi, Advokat Piket Posbakum, Wawancara, Gowa, 1 Maret 2016. 
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan penyusun berupa penelusuran data 
jumlah laporan pelayanan dalam buku register oleh Posbakum di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa terhitung sejak tahun 2016, dalam waktu seminggu sudah ada 7 
(tujuh) orang yang dilayani oleh Posbakum. Adapun bentuk layanan yang telah 
diberikan oleh advokat piket Posbakum berupa pemberian informasi, konsultasi, 
advis dan pembuatan dokumen yang diperlukan pemohon layanan Posbakum yang 
berperkara di pengadilan. Hal ini sangat berbeda pada tahun sebelunya yang mana  
pada tahun tersebut tidak ditemukan data laporan terkait berapa banyak jumlah 
pemohon layanan dan bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan kepada mereka. 
Mengenai jumlah persis perkara yang ditangani oleh advokat tidak dapat 
diperinci lebih detail. Salah satu panitera di Posbakum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Abd. Latief menerangkan bahwa: 
Mengenai jumlah persis perkara yang ditangani oleh advokat tidak dapat 
diperinci lebih detail, hal ini disebabkan tidak adanya laporan jumlah perkara 
perdata yang dibantu ditangani Posbakum serta pengaturan berkas perkara yag 
ditangani tidak sistematis dilaksanakan. Beliau menegaskan perkara pidana 
yang ditangani tahun 2015 lalu tidak dapat dikisarkan. Sedangkan untuk 
perkara perdata sendiri itu tidak ada (nihil). 32  
Namun di tahun 2016 Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah 
berupaya dengan baik memilih organisasi atau lembaga yang memang memiliki 
sumber daya manusia yang mencukupi, secara kualitas memberikan jasa bantuan 
hukum kepada masyarakat yang memerlukannya. Lembaga Kajian Advokasi dan 
Bantuan Hukum (LKaBH) Universitas Muslim Indonesia merupakan lembaga 
bantuan hukum yang sebagian besar pengurusnya adalah para dosen dan tenaga 
pengajar kampus yang secara teoritis dan praktik menguasai materi hukum. LBH ini 
                                                           
32Abd. Latief, Panitera Muda Hukum, Wawancara, Gowa, 25 Februari 2016. 
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dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi pengabdian di masyarakat sebagai bagian 
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Yayasan Bantuan Hukum Andina (YBHA) 
yang secara keilmuan memahami persoalan-persoalan seputar hukum terutama terkait 
perkara-perkara yang ditangani di  Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
Berdasarkan hal demikian, maka secara aplikatif petugas yang diberi amanah 
menjalankan tugas Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa cukup memiliki 
kapasitas yang baik di tahun 2016 ini. Terbukti dengan kepuasan masyarakat yang 
datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa atas 
perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. 
Walaupun Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah ada dan 
digunakan untuk membantu penyelesaian perkara cuma-cuma namun manfaatnya 
belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Adapun indikatornya: 
1. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat  
Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di 
Kabupaten Gowa tentang hukum ini disebabkan banyak hal, salah satunya adalah 
tingkat pendidikannya yang rendah, tentunya bagi kaum miskin atau ekonomi lemah, 
pendidikan bukanlah hal yang utama, sehingga dalam perkembangannya mereka 
tidak menyadari betapa pentingnya pengetahuan untuk kehidupannya di masa 
mendatang. Ketidaktahuannya pun menjadi kendala besar untuk mengakses dunia 
luar. Masyarakat dengan ekonomi lemah ini lebih mengutamakan mencari sesuap nasi 
dari pada harus memikirkan ilmu pengetahuan yang dirasa tidak penting baginya.  
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh Dg. Gassing, salah satu 
orang yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa:  
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Saya tidak tahu apa itu dibilang Posbakum. Baru juga saya dengar. Kalau saya 
berpekara di sini pakai biaya sendiri. Saya juga tidak diberi tahu masalah bisa 
berperkara tanpa biaya. Jadi, saya kumpul uang sendiri untuk berperkara.33  
2. Kurang Sosialisasi dari Petugas Posbakum dan Pengadilan sebagai penyedia 
Posbakum  
Salah satu yang bisa jadi kendala pemberian bantuan hukum di Posbakum di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Posbakum 
terhadap ketersediaan  layanan posbakum di Pengadiln Negeri Sungguminasa.  
Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan Ansyar Ukkas, bahwa :  
Mengenai Posbakum, masyarakat yang berperkara di pengadilan belum 
seluruhnya mengetahui keberadaannya. Hanya sekitar 50% (lima puluh persen) 
masyarakat mengetahui tentang keberadaan Posbakum. Mereka baru 
mendengar dan mengetahui tentang posbakum setelah sampai di pengadilan.34  
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh Dg. Gassing, salah satu 
orang yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa:  
Saya tidak tahu apa itu dibilang Posbakum. Baru juga saya dengar. Kalau saya 
berpekara di sini pakai biaya sendiri. Saya juga tidak diberi tahu masalah bisa 
berperkara tanpa biaya. Jadi, saya kumpul uang sendiri untuk berperkara.35  
Sehingga kedepan diharapkan kepada petugas Posbakum, Kementerian 
Hukum dan HAM maupun Pengadilan yang mempunyai layanan Posbakum harus 
mensosialisaikan programnya lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih 




                                                           
33Dg. Gassing, Warga yang Berperkara, Wawancara, Gowa, 20 Februari 2016.  
34Ansyar Ukkas, Advokat Posbakum, Wawancara, Gowa, 25 Februari 2016. 
35Dg. Gassing, Warga yang Berperkara, Wawancara, Gowa, 20 Februari 2016.  
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3. Letak Geografis  
Letak geografis merupakan suatu kendala untuk mendapatkan akses 
Posbakum, karena masyarakat pencari keadilan dan atau yang membutuhkan layanan 
Posbakum yang berdomisili jauh dari tempat layanan Posbakum, harus membutuhkan 
waktu yang sudah harus direncanakan jauh-jauh hari yang telah diperkirakan waktu 







A. Kesimpulan  
Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran dari Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yaitu memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang 
tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, 
membuatkan dokumen-domumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan 
Posbakum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi 
bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
(prodeo). Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurannya dana, 
kurangnya sosialisasi, pembatasan pemberian layanan hukum dan kurangnya 
pengetahuan masyarakat terkait keberadaan dan kegunaan Posbakum itu sendiri. 
2. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah eksis, ada dan 
digunakan. Namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.  
B. Implikasi 
Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penyusun juga 
akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
masyarakat pencari keadilan, lebih khusus kepada masyarakat kurang mampu yang 
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berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta untuk dapat 
meningkatkan mutu pelayanan Posbakum kepada masyarakat, yaitu :  
1. Diharapkan bagi Pemerintah untuk menambah jumlah anggaran dana untuk biaya 
pendampingan dalam perkara perdata di ruang sidang guna meningkatkan peran 
Posbakum dalam memberikan advis hukum di pengadilan. Sehingga peran dari 
Posbakum berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2014 dapat berjalan dengan baik. 
2. Pengadilan Negeri Sungguminasa perlu mengadakan sosialisasi terhadap 
keberadaan Posbakum ini kepada masyarakat luas melaui media massa atau 
media elektronik maupun terjun langsung ke lingkungan masyarakat secara 
maksimal agar mereka lebih tahu tentang tersedianya Posbakum di lingkup 
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Miiffi in-eietJ vanq iEideUut namanya pada lampiran Surat Keputusan.ini dipandang
cakap dan memenuh'i syarat untuk diserahi tugas melaksanaKan keglatan OlmaKsu0'
1. Undano-Undanq Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi{ikan Nasional;t. p;ratuian Pem"erintan nt. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atus Peraturan
iteineriniati 
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Pendidikan,3. keouiuiin'lr,tenteri Aqama Rl. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 2A2 B Tahun 1998
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Peboman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
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Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
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dp l. Prof. Dr. Darussal"m Syamsuddin, M.Ag.(Ketua )
2 Rahman Syamsuddin, S.H, M.H (Sekertarais)
3. Prof. Dr. Hasyim Aidid, M.A ( Penguji I )
4. Abd Rahman, M.Ag, Ph.D ( Penguji II )
5. Ahkan Jayadi, S.H, M.H (Pembimbing f)









Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar
HasiVSkripsi, Insya Allah diilaksanakan pada :
. 
PERSETUJUAN PENGUJI/PEMBIMBING
Pembimbing penulisan skripsi Saudara Nuriasmin Rahmadany Suneth,
NIM: 10500112033, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama
skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Tinjauan Terhadap Eksistensi dan
Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan
Negeri Sungguminagh", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.





: Prof. Dr. Hasyim Aidid, M A
. Abdul Rahman Kanang., M.Pd., Ph.D
. Ahkam Jayadi., S.H., M.H
: Dra. Niia Sastrarvati, M.Si
Disetujui oleh.
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a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian
Munaqasyah/SkriPsi,b. gJnwd-dbnqan teifjenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas,maka perlu ditunjuk
Panitia dan Dosen Penguii;
c. $liil iniriJkJ iins- idrdeUut namanya.pada lampiran Surat {epqlq!?n ,tni dtpandang
cakap dan memenuhi syarat unfuk diserahi tugas melaksanakan keglatan dlmaKsuO.
1. Undano-Undanq Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;)'. p;Aria; pen"erinian nl. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pendidikan,3. 6uG;n''Menteri A.qarna R!. Nomor 289 Tahun 't993 Jo-Nonor 2A2 3 Tahr.rn 1998
d,i;no PemGrian Ku"asa dan Wewenanq Manandatangani Surat Keputusaq; . ..
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Makassar;
5. p;i;il;'Menteri Aqama Rl. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
i\,6'niiAga* nt frid"n'oi2s tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin
Makassar;6. (;iliiEi UtN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 c Tahun 2013 tentang
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Prof. Dr. Hasyim Aidid, M.A
Abd. Rahmaru M.Pd, Ph.D
1. Dra. Hj. Suharti, M.Pd
2. Nasirah Asri, S.Kom
MEMUTUSKAN
Menetapkan '.pertama : MembentukPanitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skipsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar dengan komposisi sebagal benKut :
i 3slj,3 i:*3T#Silff;'r?fil,rj,l3B,lfltffi3'Jl?litl?,?il"'jli?il o,*o,nkan kepada
Andoaran dtpffAPbtt/PNBP UIN Alauddin MakassarTahun 2016; .
, 
'K$iltd;;i;i"'Tii,tai'berfku $iaf tangsai ditetapkannya dari.apabila dikemudian hari
terilapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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a/tE. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M'Ag' (Ketua )
Dr. Hamsir, M.Hum (Sekertarais)
Prof. Dr. H. Hasyim Aidi4 M.A ( Penguji I )
Abd Rahman, M.Ag, Ph.D ( Penguji II )
Ahkam Jayadr, S-H, M.H (Pembimbing t)





Dengan hormat, disampaikan bahwa ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :












Untuk maksud tersebu! maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian
Munaqasyah/Skripsi, lnsya Allah diilaksanakan pada :
HariiTanggal : Senin' 4 APril 2016naru r4rrtstsa
Buka Sidang : Pukul 08'30
Waktu : Pukul 09'00 Wita - Selesar
Tempat Ruan Ujian MunaqasYah
Ata_sperhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
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Nuriasmin Rahmadany Suneth, dilahirkan di Makassar, 20 
Februari 1995. Anak ke dua dari empat bersaudara ini merupakan 
buah hati pasangan Ismail Suneth, SH., MH. dan Sabriah, A.Md. 
Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 
Maccini Sombala dan tamat tahun 2006, penyusun melanjutkan pendidikannya ke 
SMP Negeri 18 Makassar dan dinyatakan lulus pada tahun 2009. Karena merasa 
bahwa pendidikan agama sangat dibutuhkan dalam hidup ini, penyusun memutuskan 
tetap melanjutkan ke jenjang selanjutnya di MAN 1 Makassar. Dan akhirnya 
dinyatakan lulus pada tahun 2012. Tak ingin pendidikan agamanya terhenti hingga 
SMA, pada tahun yang sama, penyusun melanjutkan kuliah Strata satu (S1) pada 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa 
Fakultas Syari’ah dan Hukum di Jurusan Ilmu Hukum. 
